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ABSTRAK

Nama : Mustim Ansori

Program Studi ; Magister Akuntansi

Judul : Analisis Asimilasi Pasal 14 Tentang ndependent Personal
Services Ke Dalam Pasal 7 Tentang Business Profif Delam
QECD Model

Dua mode] tax freaty yang banyak digunakan sebagai acuan oleh berbagai negam
(acceptabie} adalah UN Mode! dan OECD Model. Kedus model tersebut sclalu
dikembangkan sesuai dengan fumutan perkembangan jamsn Salah satu
perkembangan OBCD Model adalah asimilasi passl 14 tentang independert
personal services ke delam pasal 7 tentang business profit. Bebergpa
argumentasinya aniara lain tidak ada pertbedaan antara karekteristik penghasilan
yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebaggimang diatur dalam pasal 14
dengan penghasilan Wajib Pajak Badan yang distw dalam pasal 7, pasal 14 tidzk
memberikan batasan yang jelas jeafs kegiatan apa saja vang termasuk dalam
pengertian pemberian jasa profesional, pasal 14 tidak jelas untuk individa atau
juga dapat diberlakukan kepada badan, dan tidak ada perbedaan antara konsep
permanent establishment yang digunskan sebagz kriteria pemajalan pada Pasal 7
dengan fived base yang dipgunakan sebagal alat uji pemajakan pada Pasal 14,
Mengingat OBCD Model merupakan salab setu scuan penting yang digunakan
olch banyak Negara dalam membusat fax freaty dengan negara Inin, maka peaulis
méngasgap perlu uotuk mefakukan kajisn teshadap revisi OBCD Model Tabun
2000 tersebat. Adapun rumusan masalab yang akan dibshas adalah apaksh
karaktenistik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagsi mana
diatur dalam pasal 14 sama dengan penghasilan Wajib Pajek Badan yang ﬂ
dalam pasal 7 OECD Model. Kemudian apa isplikesinya terhadap hak pemaj
Indonesia jika 1o treaty Indonesia mengikuti revisi OECD Model tersebut di atas.
Metodologi yang digunakan untuk membshas permasalahan dalam penelitian ini
adaleh studi Titeratur. Berdasarkan hasil pembabasan, maks disimpulkan bahwa
karakteristik penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana digtur dalam
Pasal 14 dengan Penghasilan Wajib Pajek Badan scperti diatur dalam Pasal 7
CECD Model memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah
keduanya secara hakeket ekonomi merupakan penmgkatan kemampran ekonomi.
Namun terminologi peaghasilan digunaken uotuk orang pribadi sedangken
tenminologi laba digunakan wntuk badan stau perusabaan, Dari aspek rax freqly,
hak pemajakan negara sumber dinii melalui fixed place dan fired base.
memgmmpmmmmmm
pembayaran jasa, independensi pesaber] jasa, dan laig-lain.

Pengaruh asimifast Pasal 14 tentang independent persorual services ke dalam Pasal
7 tentang business profit menguntungkan bagi hak pemajakan Indonesia, Karena
hak pemsajakan menfadt lebih fuas melalui alat i BUT vang lebih variatif dan
pemenuhan kewajiban perpajakan BUT di Tudonesiz vang disumakan dengan
Wajib Pajak Badan Dalan Negeri memberikan keuntungsn bagi Indonesia dard
aspek administratif dan dard aspek perfuasan cakupan pajak yang dapat dikenakan.
Alferngfif lain, jika diterapkan dalsm 7saxr fresty Indonesia dapat dilibat
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berdasarkan ketentuan yang ada dalam Pasal independent personal services den
Pasal furnishing of services. Ketentnan tersebut dapst berbentuk fiure lew,
magpun persentase tertentu. Dampaknya bagi hak pemmjekan Indonesta bisa
menguntungkan, sama saja, dan merugkan.

Kata kunci  : perjanjian penghindaran pajak berganda, jasa personal
independen, leba usaha, bentuk usahs tetap
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ABSTRACT

Name : Muslim Ansori

Study Program: Master Degree in Accounting

Tiile : Analysis of Assimilation Article 14 Regarding The Independent
Personal Services Inio Article 7 Regarding The Business Profit in
QECD Madel

Two tax treaty mudels, which various countries use as a reference, are the UN
Model and QECD Model. Both mudels are afways developed and improved from
time o fime. One of the improvemenis is the assimilation of Article 14 an
Independent Personal Service into Article 7 on Business Profit. Some arguments
are as followings: there is no difference between the characterisiics of “income”
earns by a Person, as stated in Article 14, with “income” earns by Compary, as
stated in Article 7: Article 14 does not provide a clear limit on what type of
activities included in the definition of professional services; Article 14 is not clear
to the individual or can if also be applied to Company, and there is no difference
between the concept of Permunent Estoblishment, which is used as tax criteria in
Article 7 with the Fixed Base concept which is used as g tax ol test in.Article 14,
Given the OECD Modzl is one of the importani references used by mony conuntries
in making tax Tyeaty with other countries, the authors perceive the need fo study
the revision of the Year 2001 GECD Model. The objective is fo find out whether
the characteristic of FPersonal Income, stated in Arviicle 4, & Sw some
characteristic of Corporate Invome, stated in Article 7. Then what would be the
implication if Indonesta appited the iax treaty of revised QECD Meodel.

The methodology that will be used in this research is the study of literoture. The
resuli shows that there sinilarity and differences in ilie charagteristics of ncome.
Both are essentially considered as the increase of wealth, It use the rerminolosy of
Income for individual and Profit for corporate. From the tax Trealy aspeet, the
State has the rights 1o exercise through Fixed Place ard Fixed Base. Other
differences are more in 10 techrical aspects such as differences in the name of
payment services, independence of service providers, ete.

The assimilation of Article 14 {o the Article 7 gives Indonesia the edvantages in
exercising ils rights, becouse it gives more rights and it daes riot recognize the
Lax-profected corporaie income. [f the iax trealy Is applied in Indanesia, we have
other aliernatives stated in Independent Persondl Services Article and Furnishing
of Services Article. These provisions cam be in the form of iime tesi wd
percentage.

Keywords  : tax freaty, independent personal services, business profit,
permanemt establishraent
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Pemitihan Judul

Sejak disepakati dan berdirinya General Agreement on Toriffs and Trade
(GATT) pada tabumn 1948, kemudian dibomtuk Word Trade Organization (WT0)
pada tahun 1995, globalisasi ekonomi duniz menjadi semakin nyats. Ratifikasi
WTO secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 1994
dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 fentang Ratifikasi
Agreement Establising the Word Trade Qrganization, mengndakan bahwa mrlai
tanggal terschut globalisasi ckopomi jugs telah terjadi di Indonesia. Dalam
globalisasi, batas sutara pegara safu dan yaop lain menjadi hampir fdek ada
Peluang kegatan usaba lintas negam yang dilakukas olch baden hukum dalam
bentuk perusahisan muitinasional Mmkegim‘mgprﬂmdiéa!ammsms
profesionsl, transaksi perdagangan antar pegar, dzn arus modal antar negsm
semakin terbuka Ichar.

Aspek positif plobalisasi ekonomi adalsh semakin terbukanys pelusng
pertumbnkan kegixfon usaha di seloruh belahan dunia melalui pengalokasian
sumberdaya dari negara yang membutulkan pasar lain sebagesi tempat ekspansi
bagi modal yang dimiliki (eapitel exporting cowntry) ke negam yang
membutubkan modal untuk mendorong kegiatan ekonominya (capitad importing
courdry). Sccara teorifis penpalokasian sunberdaya tersebut diharapkan dapst
semakin mengembangkan modal yang dimiliki capitaf exporting coumtry. Dislsi
fain perekonomian capital importing country juga semakin tumbuh, Kedua belah
piliak akan menikmati peningkatan penghasilen atan kemaknuran bagi badan
hukimm maupur omng pribadi i negmrs-megsrs tersehut. Pada skhimya
peningkatan penghasilan badan hukum maupun orang pabadi di nepara tersebut
akan membuks peluang bapi negara untek dapat meningkatkan penerimasa pajak
ferutama pajak peaghasilan.

Salah satu kendals yang mendistorsi kondisi ideal tersebut di atas adalab

adanya kemungkinan pengenaan pajak oleh dus negara ates satu penghasilan vaug
1 Untversitas (ndonesta
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diterima suatu badan atau orang pribadi yang melakukan transsksi atau kepiatan
ckonomi transnasicnal. Terminologi veng sering dipuaakan pengenasn pajak
berganda. Pengenaan pajak berganda tentn memberatkan pelaku bisnis baik badan
atan orang pribadi yang berhak stas penghasilan tersebut. Sehinggs dapat
berakibat seaghambat tembuhnya keglatan ekonomi antar negara,

Pengenaan pajak berganda dapat terjadi karena adanya penerapan prinsip-
prinsip dan sistern perpajakan internasional yang berbeda disntara negars-negsm
tersebut. Misalnya suatu negara mengamut asas domisili dalam menentukan pajsk
atas penghasilan penduduknya sedangkan negara Iainnys mengrnut asas sumber.
Perbedann dalam mendefinisficen penduduk, perbedaan mendefiuisikan sumber
penghasilan, dan Jain-lain Meskipun pada umumnys semua negara tehh
mempunyai aturan tentang pencegahan pengenaan pajak berganda secara sepilipk
(unilsieral) dalam Usdang-Undang perpajakanmys nemum perbedasn prinsip dan
sistem perpajakan tersebut di ates tetap saja dapat menimbutkan kemungiinan
terjadinya pengenaan pajak berganda terhadap penghasiian badan hukum maugun
orang pobadi yang sama.

Oleh karena ity masing-masing negara perin merekonsilizsi perbedaan
tersebut. Rekonsiliasi dua jurisdiski pajek yang berbede bissanye disebut
perjanjian penghindaran pajak berganda (fax freaty). Tax treaiy alan mengatur
dan membagi (distributive rule) secara jelas hak pemajakan anfar negmya yang
tertibat pesfanjisn ates penghasilan peaduduk vang melakukan kegiatan atay ussha
di negars mitra perjeniisn.

Dalam: perpajakap internasional terdapat dun model tax preaty yang telah
banyek digunakan oleh berbagai negara (accepiablel schagei acuan dalam
penmdingan persefifuan penghindaran pajek berganda (P3B). Model yang
pertama adalah ko freaty model yang dikembanpkan oleh Uhnited Nations (1IN
Model). Model ini cenderang wemperjusagkan kepentingan nepara-negara
berkembavg schingga lebih condong menganut reverme oriented principle. UN
Model yang saat ini banyak digunakan olch separs berkembang menipakan hasil
kerja dari Ad Hoc Group of Experts on Tax Treatise between Development and
Developing Cowntries yang dihentuk oleh PBB pada tahun 1968. Group expert ini
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bertugas meneliti dan mencan cara-cara yang memperlancar realisasi persetujuan
antarg negara maju dan pegara berkembang.

Model vang keduz adalah rax treaty yang dikembangkan oleh Negara-
pegarz Fropa Bsrat vang tergabung dalam Orgavization jfor Economic
Cooperation and Development (OECD Model). Pada awalnya OECD model
mengacy pada #zx freaty yang dikembangkan oleh Liga Bangse-bangsa pertama
kali tabun 192). Setclah mengalami beberapa kali revisi, model ini kemudim
berkembang menjadi model yang berbeds demgan UN Madel Salah satu
perbedzan menyolok adalah digunakanmys residemt principle. Sementara i,
seperti disebutian di atas UN Model menggunakan revemwe oriented principle,
Perbedaan prinsip ni meayebabkan munculoya perbedaan di beberapa pasal di
kedua model fax freaty tersebut

Salah satu benfuk revisi OECD nindel yang terkind adalah penghspusan
pasal 14 tentang independent personal services dalam OECD model tahun 2000,
Peagatiman independent personal services kemwdian diasimilasikan ke dalam
pasal 7 yang mengatur laba usaha (business profit). Paling tidak terdapat empat
argamentasi yang meadasari penghapusan pasal 14 tersebut" Perfoma, para pakar
perpaiakan yang tergabung delam Commettee an Fiscal Afizir of QECD tahun
1996 memandang babwa tidak ada perbedaan sntara karakteristik penphasiian
yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai mana distur dalam pasat 14
dengan pepghasitan Wajib Pajek Badan vang diatur dalam pasal 7 GECD Mode!
sebelomnya. Kedua, pasal 14 tentang independeni personal services tidak
membenkan batasan yang jelas jenis kepiatan spa saja yeng termasok dalam
peogertian pemberisn jass professional. Atan, pemberian jasa professional
termasuk sebagal kegiatan yang dilakukan oleh pihak independent. Artinya Passl
14 berlaku untuk semua jenis kegiatan yang bersifat independent. Ketiga, konsep
residen yang digunakan dalam pasal 14 melipnti fndividu dan badan® Jadi, tiddk
jelas kepada pihak mana sejn Pasal 14 diberiskukan Apakah berizku uatuk
individu stzu juga dapat diberlaknkme kepads badan Keesmpar, tidsk ade
perbedaan antara konsep permancnt establishmert yang digungksn sebagai

1 1.W.3 de Kost, “Phy Ariicle 14 Gndependentt personal services) was Deleted from the
OEEC Azeﬁxﬁz! Tax Convention®, {dalam Infertes, Kluwer Law Iotersationsal, 20013, bat, 75
1id hal, 4.
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kriteria pemajakan pada Pasal 7 dengan fived base yang digunskan sebagai alat uii
pemajakan pada Pasal 14,

Penghagusan dan asimilast pasal 14 ke dalam pasal 7 tersebut menank
untuk dikaji lebih fauh mengingat OECD Model merupakan model tax treaty yang
banyak dijadikan acuan oleh Nepara-negare maju dalam negosiasf atau
renegosiasi #axx fresiy. Oleh karena itu, peneliti terfarik wntuk melskukan
penelitian denpan jodul “Analisis Asimilasi Passl 14 Teotang Independent
Personal Services ke Datam Pasal 7 Tentang Business Profit Palam OFCD
Modde!"”,

1.2. Permasslahsn Penelitian
Seperti telah ditwwikan dalam Istar belukemg masalsh tersebut d&i atas

hahwa alesan ntama penghapusan Pagal 14 tentang Independent personal services

dan kemudizn dizssimilasikan ke dalam Pasal 7 tentang business profit adalsh
tidak adanys perbedasn mendasar anters “karskterisasi penghasilan™ yang
diterima atan diperoleh oleh Wajib Pajek Greng Pribadi (WPOP) seperti yang
digtur dalam Pasal 14 dengan penghasilan yeng diterima oleh Wajib Pajak Badan

(WP Badan) seperti yang diatur dalam Pasal 7 OECD Mode/,

Untuk mengkaji penghapusan dan asimilasi Pasal 14 tersebut, maka
pexcliti merumuskan masalah penelitian sebagai besikut:

8 Apakah karakeeristik penghasilan yang dipercleh Wajib Pajak Orang
Pribadi scbagaimanz distur dalam pasal 14 sama dengan penghasibm
Wajib Pajek Badan vang diatur dalam pasat 7 OECD Model?

b Apa implikasinys bagl hak pemajalken Indonesia jika tax frealy Indonegia
mengikuti perubahan tersebat?
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1.3, Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin dicapsi dari penelitian ini antara lain sebagat benkut .

a Untuk mengkaji apakab karakteristik penghasilan yaopg diperoleh Wiiib
Pajak Orang Pribadi sebagei mana diatur dalem pasal 14 sama dengan
penghasilan Waiib Pajak Badan yaag diatur dalam pasal 7 OBECD Model

b Usntuk mengidentifikast implikasi bak pemajskan Indonesia jika tax freaty
Indonesia mengikuti revisi OECD Model tersebat di aias

14. Manfaat Penelitian

Dari sisi akademis, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi
dalain mengembangkan kajian perpajakan internesional. Sedanghken dari sisi
praktis diharapkan dapat merjedi salsh sate referensi wotik merssbami
perkembangan tax freaty dan implikasinya terhadap hak pemaiakan Indonesia.

LS, Sistematika Penulisan Laporan

BABI PENDAHULUAN
Berisi uraisn latar belakang masalah, nomuessn maesalab, fwiva
penelitian, manfaat pecelitian, dan sistematiks penulisan laporan.

BAB H KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODE PENELITIAN
Bab ini menguraikan finjausn pustaka, kerangka pemikiren yeng
diganakan dalam analisis berupa personal services, konsep Permanerdt
Establistinem, jorisdiksi pemnajekan, konsep P3B, metode penclitian

BAB I GAMBARAN UMUM INDEPENDENRT PERSONAL SERVICES DAN
PERMANENT ESTABLISHMENT
Bab ini membahss tentang JIndependent personal services dan
Perpsoment Establishment berdasarkan P3B OECD Model dan UN
Model, yang tendini dari independent persorad services (Pasal 14),
Permement Establishment (Pasal 5) dan Business Profit (Pasdl 7), Bore
Rule {Pasal 14 UN Modely, Time test independent personal services dan
Furnishing of services, dan fived base, serta ketentvan perpajakan di
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Indonesia vang meliputi personal services, furnishing of services, dan
Permanent Establishment,

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PENGARUH ASIMILASI PASAL

BABV

INDEPENDENT PERSONAL SERVICES DALAM PASAL BUSINESS
PROFIT JIKA DITERAPKAN DALAM TAX TREATY INDONESIA
Bab iui memaparkan analisis tentang apakah karakteristik penghasilan
vang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi scbagai mana distur dalam
pasal 14 sama dengan penghasilan Waiib Pajak Badan yang diator dalam
pasal 7 CGECD Model. Dan, implikasi terbadap hak pemajakan Indonesia
itka rax sreaty Indongsia mengikoti perubahan OECD Mode! tahum 2000
tersebut.

SIMPULAN DAN REKOMENDAS!
Bab V berisi kesimpulen  berupa jawaban dari hasil penelitisn atas
permasalahan yang telah dinimusken dan rekomendasi.
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BAB2
LANDASAN TEQR]I DAK METODE PENELITIAN

2.1. Landasan Teori
2.L.1  Personal Services

Jasa atay pekerjaan vang dilakukan oleh orang pribadi twmunnys akaa
menghasilkan kompensasi berupa p%@iasﬁan bagi yang bersangkutan
Penghasitan vang bersumber dari jase/kegiatan personal ini dapat dikategorikan ke
delam dus kelompok. Perfama, peophasilan yang dipercleh dari melakukan
kegiatan atan pekegaan yaog hanya dapat dilakuken oleh orang pribadi. Kedua,
penghasilan vang diperoleh karena melakukan suatu kegiatan usahy (Business
profits). Penghasilan ini dapat diperoleh baik oleh orang pribadi atsupun baden
Penghasilan yang bersumber dari jass piibadi dapat dibedsken menjpdi
penghasilan dependent personal sevices dan penghasilan independent personal

services,

2111, Penghasilan Dependent Personal Sevices

Penghasilan dependent personal services adslab penghasilan yanp
diperoleh seseorang dengan bekeria sebagal kavyawan (Tubor income). Thurenyi
menyatakan ‘“the basic definitions of emplovment mcome should include oy
compensaiion directly or indirecily relmied to the employment relationship”)
Definisi dasar pepghasilan dari pekeriaan femployee incoms) adalah penghasilan
yang diterima pegawai yang meliputi kompensasi secara langsung maupun tidak
fangsung selama berada dalam lingknp hubungan pekegjaao.

21132, Penghasilen Fndeperdent personal services

Penghasitan independent persoral services sdalsh penghasilas
diperoleh orang mibadi dari melakukan suatu pekerjasn bebas fincome from
independent personal services). Orang pribadi tersebit mendapatkan penghasitan

bl * Victor Thuronyi, Tar Law Design and Drafitng vol. 2 (intemational Monetery Fund:1996),
, 16
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bulan dengan menjadi karyawas, tetapi menjalankan suafn jerds pekerjaan
profesional secars mandinl (self employed). Penpghasilan independent personal
services adalah penghasilan yang diperoleh individu yang melakukan pekerasn
bebas berdasarkan pada keahlian professional yang dimilikinya.”

Karakteristik dari independent personal services adalah diperlukanuya
intelekival yang tinggi sisy mempunysi personsl Jmow-how” Xu mengutip
pendapat Voge! bahwa permement services biasanys ditakukan oleh ormang pribadi
yang memiliki keahlian & bidang seni, pelatihan ilniak, dan koreatifitas® Tetapi
pendapat yang berbeda dikenkakan oleh Michsux (1987) yang menyatakan
bahwa independent personal services svexupakan peraberian jasa yaug dilakukan
atas usehe individu dengat naranya sendiri.”

Karakteristik independens personal services Iabnnys dikemekakan oleh
Guoadi (2000) yang menyatakap, babwa independery persenal services adslah
Selain itu, kegiatan dan transaksi independent personal services seislo dilakuken
di tempat yang berbeda atau sering: berpindah texapat.’

212 Furnishing of Services

Furnishing of services didefinisikan sewgm pembesian  jasa oleh
perusabasn Juar pegerl wmelatui karyawannys atn pihak vang  ditunjuk
mcwakilinys, yang secara fisik dilakokan di negara sumber. Fumishing services
distur di UN Model pesal § ayat 3b tetapi OECD Mlel idsk mengatur secara
spesifik tentang firmishing services, Wamun demikisn QECD Mode! memilili
pasal 13 yeng mengatur teatang Deperdent Persomal Services. Pasal ini memang
menggmakan teminologt yang berbeda dengan furmishing services UN Model
asmun Mmempurysi S5enst yanp serapa.

¢ Darasala das Danny Septiadi, Log O, (dabams Tnxide Tox, edisi Sepsesbes 2007),
hal. 37.
’}"WJ deRort, Bp.Cir, ful 712,
TmXu,Qp{ht hal, 208,
7 Tiga Xu, 2oid
* Gunadi, “Toxation on Personal Service IncomeBased on Income Tax Law and Tax
treaty”, {Jaknrie, 20013, bal, 30,
Tian Xu, Op.Cit, bad. 213,
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Orang pribadi yang memberikan jasa dalun kategori fiarmishing services di
negara sumber mempunyai ikatan kerja deagan perusaliaan vang menupaskanova,
Biasanya proses dan mekanisme pemberian jasa yang dilakukan harus menpikuti
instruksi dan sistem prosedur operasi perusshean agar daspat dijemic siandar
kualitasnys. Astinya, pemsberi jasa terschut bersifat dependent teshadap suatu
perusshaan ateu badan terterdu. Oleh karena ita furmishing services sering juga
disebut dependent personal servives.

213 Business Profit

Laba usaha (business profif} didefinisikan scbagsi laba stau penghasilan
yang diperoleh sustu perusshaan stau enterprive atzs usahe atay kegistan bisnis
yang ditaknkan dalam suaty periode tertentu. Business profis diatur baik di OECD
Model, UN Model, meupun ¢i Undang-Undang Nomor 36 Tahua 2008 Tentang
Perubahan Kpempat Undang-Undang Nomor 7 Talum 1983 Teutang Pajak
Penghasilsn,

Kedua model sx freaty menyebutkan bahwa business profit dapgt
dikenakanan pajak di negara samber hanya fika vsaha atan business tersebut
dilakukan i negata sumber melalud permanent esteblishmens. Untiik menentikan
penghasilan yang dapat dikenakan pajak {penghasilan permanent esiablishment
yaug menjadi shyck pajek) di negars stanber, maka teoiapat bebempa attecugfif
pondekaten, Pertama, atinibution principle. Meawrut pendekatan inf lsby wseha
atau penghasilan yang dapat dikepakan pajak di negara sumber hapyalah Yaba
usalia stay penghasilan vang bemsa? dari kegiatan yang diakukan oleh permonent
estahlishment i sepdini. Tenmank panghasilan yang bersupber dari harta yang
dimiliki gtan dikuasai, Dimiliki indikasinys misainya tercantum dalam ﬁaﬁm
BUT. Tenmasuk dalam pengerian dikamsai misaloya dafam pengewasan,
pengelolaan, atau dalam administrasi BUT. Pendekatan ini disnut oleh negarg-
negara maje yang fergebung dalam ORCD. Oleh karcnz i OECD Model
mengakomodasi pendekatag in,

Pendekatan kedua adslah jorce of aftraction principle. Menung
pendekatan ini, laba nssha suaty permanent establishnent tidak hanya laba dggi
Wamy&ng&i&bkmal&wmﬁmmmmim

Universtias Indonesls

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



10

inencakup Jaba ussha atau penghasilan yang berasal dari kegiatan yaog dilakukan
secara langsung oleh kantor pusat &i negars sumber yang scjenis dengan kegiatan
usaha yang dilakskan oleh permasent establishmeny. Pendekatsn ini banyak
digunakan oleh nepgara-negara borkembang karena dapat memperuas jangkauan
pemajaken dan dapat mengeliminasi pengelakan pengenaan pajak (fax avoidance)
dengan cam mem-by pass BUT di negara sumber Undang-Usndang pajak
peoghasilan Indonesiapun mengpunakan pendekaton ini.

Pendekatan ketiga adalah effeciively connected income. Berdasarkan
pendekatan ini, negara sumbes dapat meagenskan paiak  aias penghasilan yang
bersumber dari modal {pasive income} wafib pajak lear negeri yang memprmysi
BUT di negara ssanber jiks terdaps? hubimpan efektif antara BUT fersebut dengan
aktivitas ater Kegintan pewbert penghasilan tersebut. Passive income melippt
deviden, royalty, bumga, dau lain scbagaimya.

2.1.4 Permanent Establishment
2.14.1. Delinisi Permanernt EstabBskoment

Definist permanent establishmnt menurat Jaja (2005) adslsh suat tempat
tertentn dimana seluruh atau schagian usaba perusabaan (luar negerd) digalankan,
Gupadi (1999) mendefinisikan permanert establisanery sebagai suata ambung
batas (threshold) stau suste kriteria yaog memunglinian sustu negara swmber
memajaki penghasilan dari bisuis (dan profesi) transassional (lintes perbatasan).
Sedangksn T. Arsamo (2007) menyatskan bshwa permanent esiablishment
meropakean konsep yang dipergomalas seoars fuss delam perpajalam intermasions]
uotuk megentukan apakeh swato peaghasilan scharusnya atan tidak seharusnys
dipajeki & negure dt mens penghasilan  diperoleh. Duesberz (1983)
weagemnkaken babwa permanent establishrent oeogandung pengertian yang
bervariast dati trealy yang satm ke treaty yang latonys, betapd permanent
estalilishment merupakan suata fasilitas, suaty koustruksi, dan suate hubungan
keagensan,

Dari beberapa kutipan tersebut, maka dapat disimpulian bahwa permanent
establishment dipergumalom witok menentilan hak pemajaken dan suate negares:
sumber penghasitan atas penghasilan yang diperoleh badan atau orang pribadi
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yang merupakan resident dar pegars domisili. Suatu badan yeng bertompat
kedudukan di negara domidstli hanya dapat dikenakan pajak atas penghasilan usaha
oleh negarg suradr apebila badan fevsebut di vegara sumber wenjalankan
wsshanya sfan welakukan kegiatan welalui suata Permanent Fxtablishment.
Pengenaan pajak fersebut hanya sebatas pada penghesilan yang dapat
dikelompokkan menjadi laba vsabia daxi permarent establishment. Sebagai titik
ambang bates pemajakan, maka setiap useha dan kegiafan franseasional yang
tidak memenuhi kriterda permanert establishmert dibebaskan dari pengensan
pajek diregasa sumber.

2142, Karakteristik Permgreent Establivhmant
Menunut John Betagaol (2007) permonent establishusent mempunyai

karakterigtik sebagsl berilout:

3 Adanya tragal gsaba berapa prasarans.

b Temput usshs baras berstfit tofup. _

¢ Kegiatan usaha perusahaan dilakukan melalii tempat usaha tessebut,

d Sifat usahanys harus produktif df mana badan usabs tersebot turat andd
datam peaseperoleh laba usaha baoi perusahaannya.

2.1.43. Khasifikast Perrtapent Estabilshiment

Mement Shelton dafam brlomya vang besjudul “Bererpretation ond
Adppiication of Tax Treaties”, seperti dikutip olels Darussslam dan Danny
Sepiriadi pada adikel berjudul *Kopan Suatu Agen Diomggop Sebapni Suau
Pennanerd Establishment? ", wembagi permanent establishmenmt roenjadi tige
kelompok scbagwi berdkat "
a Ketentuan dasar permarent establistonent (basic rude} yang bevops:

«  Spatolempat nssha,

= Tempat usaba tersebagt harus bersifat totap, dan

*  Adanya kegistan usaha vang dijalaokap di tempat usaha yang

bersifat tatap tersebut.

b Permonent establisbipent koosinoksi {eonstruction clense), dan

¥ phsdd
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' Permarent establishment sgen {agency clause),

Sedangkan Skear menyatekan hahwa klasifikasi berdasarkan kesdaan vang
meaimbulkan permanent establiskment skan memberikan kgjelasan dalam
penentuan keberadaannys den menunjukkan bukti keterkaitan antara beberapa
kondisi yeng berbeda, yang menitgbulkan permuament establistomernd. “Yendams
keterkaitan antara tempat ussha dengan kegiatan usahz dan hubungan anigra
Wajib Pajak deagan temput ysaha. Skasr memberikan Klasifikasi mendasarkan
pads pendapat Herbert Wettes, dalam tiga sudut pandang: ™
2 Kehadiran secara obyeitif Suztp BUT diovamkane suncd melalui tempat

usaha fisik dan lolasi tempat usahs pads sate tempat yeng spesifik.

b Kebadizan secam swhicktif dinyatalom swlslel kemanopuan, sten hak,
Aktivitas yang dileksanakar di tempat ussha it sdaleh kegistan vssha
petusabiasa.

c Kebadiran secars fgsional. Secers fungsional kehadisan BUT dilihat
dalam empat aspek. sebapai beriknt:

*  Monenyhi persysrstan sift zlsmi, aktivies vang  dijslanken

perusshasn vaog menghasilkan pendapatse sdaleh aktivitas useha.

»  Aktivitas aszha adaldh kegieten usaha vang dapat ditemukan dalam

ketentuan hukum domestik

*  Alrivitas useha adaleh kegiaten amba scbyprimans ditentukan dalam

1ax freaiy.

= Business cormection test, vang meuyatakan bahwa kegizian usgha

dileksanakan melekel teoapat usaha tersetnt. Habmngan ants tempat
usaha denpan kepgistan vsaha,

215 Jurisdiksi Pemajaken

Definist jurisdikd pemajskan sdalgh kewenangan susfu pegurs unfuk
merumuskan dun memberdekukan ketentuan perpigekarn (Owen, 1980). Jurisdikel
pemaiskan atas nenghasiian sesearang dapat didasackan peda:

2 pcvid A. Skaar, Op.Ci, hal. 103107,
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a. Status personal {personal allegiance) atan subiek (subjective altachement},
berdaserkan afas kowargencgarasn (cilizenstip, political allegiance),
tempat tinggal {domisili) atau niat entuk tiaggal (intestion fo stay) serta
keberadaan atay kehadirgs untuk orang pribadi, dan {omipal pendirian,
tempst kedpdukan manaiemen {efektf) atan kaotor pusat unhuk badan.

b, Kaitan ¢konamis {ccomomic allegiance) yang dapat berups mendalankan
usaba atau kegisten profesional sertn -pencrimesn penghasilan vang
berswmber di negara pemungut pojok.

¢ Adanys kepomilikan kckayasn (property) yang tarlctak di megama
penmungut pajak.”

Jurisdiksi perpajokan yang berdasariomn pada pertalien subjektf diselut
Jjursdikst  domisili {(demfedliary furidicriony sedangkan jurisdiksi yang
bordasatkan kepada sumber penghasilan discbut jursdiksi sumiber (sotorce
Juridiction).  Jutisdiksi domisili  mengpunakan periplian  subjck  untuk
membebankan pajak peadapatan dart selurck donda (full tax Sakillity). Habungan
antara nogara sebagad pemegnrg jurisdiksi mengenakan pajak pada orang. pribadi
dunt badan schagai subjek pajak vang didesackan pada status personal di negwrs
iereebuat. Partalisn subjek dni smesentukan pertalion fisks! antam niegara dengan
subjek pajak, dunana bal mi melibatkan fakior formal (fegall, seperty tempat
kodiamen seseorang sty fernpat cfektif nunajomen dari perusaizan

Rorisdikai mumber merupskan peagenasy paisk di spata negare, dimzng
suber peaghasilan berasal. Pesentuan sumber penghasilan wwentrat Rachmanto
Swahmat (2005) terpantany daxi dus hal pokok. Pertama, jenis penghasilen ita
sendivd dan yang kedue adelah cumber penghesilan berdasarkan Undang-Undang
pajak dari suatu negars.

Pads wwumnys untuk meacntukan lefsk sumber peaphasilan, jends
penghasilan dibagi menjadt dus, yaike penghasilan daxi usaha {active frcome) den
penghasdan dar modsl {passive incone), Jurisdksi sumber berdasarkan pada
suatn aswmst balrwa negasm sumber menmbexikaa kontribusi kepada kegiatag qashs

” ¥ Gusiadi, Perpajokens Intermasional edist revisi, (Fakartz Lenabaga Penertit FE UL 2007),
hat, 54,
P id Bal. 55-56
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milik orang pribadi atan badao vegara dowsisili untuk memperoleh penghasilan
dari negara tersebut, hnplikasi dend farisdiksi sumber talgh behwy negara sumber
secars ssh dapat memuagut pajak dan orang pribadi atan badas hukum yang telah
menerima atau memperolsh penghasilan darl kegratan wsaha di negara sumber
tersebut.

Terdapat asumsi bahwa jurisdiksi sumber disoggap lebib wiama daripads
jurisdiksi domisili. Alassnnya adalah adanys fakior wotuk memproduksi
peaghasilan di megara sumber, kemungkinan negars sumber telah memberikan
peopbasilan. Maka negara sumbedah yang paling berhak memungat pajek a}as
penghasilan tersebus™,

2.1.6 Perianjian Penghindavan Pajak Berganda (Tax Treaty)
2.1.6.1. Definisi dsn Tojuan Tiax Trealy

Tax freafy adaish perjenjlan perpajakan antars dua negars unipk
menghindani terjadinyn pemajakan berganda afan penyelundupan pajek atas
penghasitan dact kegiaten ckonomi transngsional sebagai akibat dari pecgguonan
menumt Richard 1.Vann (1996}, tax treaty mempakan “hinemational agreements
entered into by countries and Bemce subject to general imiemational Iow on
treaties as codified in the Vienna Coreention on The Law of Treaties”.

Tujuan atama didakennva fax treaty adalsh untek membatasi pengenam
pajak berdnsadan ketentoan pajek domestik oleh negarm yang mengsdalom
pejanjien serla uofuk smemberikan keringanen afsu pengurangan  pajak
berganda.” Pombertakuan /ox #reaty di sustu megars skan mempengaruhi
poaturan perUndang-Undanpsn  perpgjakan nasional, kerena pada dassrova
keberadaan fox freaty adalab intok membatasi penerspan ketentuan pespajslgn
domestik " Dengan berlakuuya Jax freaty maka dalam suatu negara terdepat dyp

" Ioid, b, 60

5 Roy Rohatgi, “Baste Internatione] Tasaion”, Kluwes Law lniemational, 2002, Jal. 3.
Gn: W dan Dsony Septrindi, “Membarast Kekuasaan Untuk Mengemakan Pajel”,

it., hal 47,

Universitas Indonggla

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



13

surnber hiskum perpajakan, yaite ketemivan menurat fav fresfy dan ketentuan
menmut Undang-Urslang perpajakan domestik,

Megunit Surrey, seperti yang dikutip oleh Gunadi, fax treaty merpakan
perjasjian bilstersl antars dua negara dengan tufuan utama unhuk menentukan
pemecshan terbadep pemajakan berganda intemasional yang dischabksa oleh
implementast pemajakan berdasarksn ketentuan domestik kedoa negara atas susty
obyek atan subjek pajak vang sama.'’ Sampai seat ini Indonesia sedikitnyz telph
meniliki fax fregty dengarn 57 negara,

2162, Proses Pembuatan Tax Freaty
Pemyusunan fax #renty terdinl dari bebexapa tahap vang berbeda-beda,

t&z@xzﬁmgdaﬁkenﬂisimﬂnm&apmkﬁkmgmmpﬁawgmamg

mengadskan perjanjien. Memmrut Shelton, seperti yang dikatip oleh Darussalam
dan Danny Septriadi dalam bukvoya yang bexjuda! “Membatasi Keluasaan Unik

Mengenakan Pajak”, tahap-tahap yang biassays dilskukan dalam proses

pembuatan fax rreaty adalah scbegat besfiut”® :

2 Terx treaty biasanya didehohd dengan komumikasi awal yaug dilakoken
aotarm pemerintsh kodua belah pihak yang ingin mengadakan peganiian,
dalam hal ini bissenya dilskukan oleh Menteri Kenangan atau Otoritas
Perpajakan melalai Menteri Luxr Megeri,

b Apsbils kedua befzh pihak setuju untik melskukan negosiasi pembuatan
P38 maks divamuskan prioritas yemg hendak dibahas,

c Peneniuan tenggal dan lokasi negosiast.

d Babasa vang akan digunakan ssat negosiasi dan  kemungidnsn
diperlukanaya penejemah.

¢  Pertuksran dokumen (Model P3B, P3B terakhir yang berakn, dan
peraturan pajak domestik) sebelum dimulainya negosiasi,

f Pmcmpanaﬂmaddcgasingﬁmmwﬁiﬁa!mmmmgaw
PR

¥ Camadi, Op.CH, hal. 139,
® Darussalam dan Dunny Sepwiadi, “Membatasi Kekuasaan Untuk Mengenakan Pajak”,
{lakurta Geaginde, 20083, hal, 3%
Universitas indonggla
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Selain tahap-tahap di atas, Danny Septriadi (2006) juga menyebutkan
tahap selanjutrya, yaite
Tzhap persizpan negosiasi
Tahap pertama nogosiasi
Negosiasi tambahan
Tahap kedua negosiasi
Tahap pemberian parsf pads draft
Persispan untuk penaadatanganen
Tahap ratifikasi
Prosedur Lain

Foo oS (S N T O « B -«

2163, Reservation

Negars yang memberikan raservation tidek funduk pada rext dai rreaty
model dan interpretast yaug terdupat dalam commentary® Reservation berarti
suaty nepars tidak terikat dengan Model, Menunit Van der Brugpoen, negam
berkembang pada umumnys skan kehilingan hak pemajakan jika mengikuti
inisiatif dari OCED tanpa memberikan reservation”

Oleh karena it pads dasarnys setiap negasa mempunyai kebebasan dalam
proses Begosiasi fox frealy. Sefisp negaa mempunysi hek pesph wnhk
menentukan klsusul-klausul yang akan disetujmi. Alternatifnys biss meopilai
salak satz moddd fax freqty vang ads sr raunghin tdak mengikutl model-model
tersebut. Yang menentukan sdelah negare ity sendiri dsn kekustan negosias
negava nitrs.

2.2, Kerangks Konseptual

Secara skematis, kerangka kooseptual penelition ind narapak pads Bagan
2.1 di bawah 1. Transeksi atan kegistin ekonomd yaug dilakukan oich wajib
pairk Juar negeri bisa dilakuken oleh orang pobadi afan sestu badan. Transsksi
atau kegistan nsalias akan wemberikan penghasitan bagi orang pribadi atau badan

¥ Panssalem den Danny Septriadi, Leg Cit, dalam Inside Tax, edisi September 2007, hal
39.

# £dwin Van der Bruggen, Op. O, hal. 605,
Universitas lndﬂnwfa
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yang melakuiomnya. Pengensan pajek atas penghasilan tersebut bisa tegadi di
Jjurisdiksi negars sumber atau di negara domisili atan bahkan mungkin 4 negaa
surnber juga di negama domisili. Jika yang terjadi adalsh pemaiakan di negara
sumber penghasilan dan di negars domigili berarti telah terjadi pengenaan pajak
berganda.

Untuk menghindari terjadinyz pengenaan pajek berpanda, umumaya
negarg swober dan negare domisili menyosen dan menyepskat tax freaiy.
Penyusunan #zx irealy dapst mengacy pada model-model lax freaty yang telah
ada Doa model fax freaty yang banysk digunakan (aocepiable) adalab UN Model
dan OECD Model. Kedus model tersebut memiliki format yang hampic sama dan
selaiu dikentingken Pada ttum 2000 OFCD Mode! melakukan revisi dengan
mengasimilast pasal 14 tentang Independent persondd services ke dalam pasal 7
tentang Business Prafi.

Beberaps argumentasinys antara fain tidek ada perbedsan antara
knrakteristik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai mana
diater dalan pasal 14 deogan penghasilan Waith Pajak Badan yang diatur dalam
pasal 7, pasal 14 tidak memberikan batasan veag jelas jenis kegiatan apa saja veng
termasuk dalam pengertian pemberian jasa profesional, pasal 14 tidak felas votok
individo atan jups dapat dibedabokan wotuk badan, dan fidak ada perbedasm
atava  konsep permanent esiablishment vang digumeksn scbhagai  kriteris
pemajakan pads Pasal 7 dengan fived base yang digunaksn scbagai alat uji
pemajakan pads Pasal 14. Penelitian fof beruseha mendalami apakah karakteristik
penghasiian éndependent personal services memang sama dengan karakterisik
penghasiian badan? Kemudian apa dampakaya bagi hak pereajekan Indonesia jiks
mengikui asimifast terschot?

Universiiag mdonﬁa
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Bagan 2.1
Kerangks Konseptual
Teansakss WELN . Jurisdikel Perpaiakan
Crang peifeadi Hadan Negars Smnder (Mg Dondsiti
b
Tax Freaty
UN Model v R GECD Moded
Fagal 5 (i} Pa7 Pl 14
i H l

23, Penelitan-penclitim Schelamnya

Penelitian tentang penghapusan pasal 14 pernah dilakuken oleh Tian Xu
dengm judul “Qbservation on former Article 14 of OBECD Model and the
Ramification of its defetion™?' Penelitian ini autara Jsin menjelaskan evolusi dap
aspek histonis Pasal 14 OBECD AModel, parbedasm mendalam motara Pasat 14 Jan
Pasal 7, jugs pengaruh dan implikasi dari penghapusen Pasal 14, Tujuan
penclitiannya adalsh (1) wntvk menguji perbedaan teorctis dan prakiis antacs Pasal
14 dan Pasal 7 pada OECD Mode! terkait dengan permajakan teshadap independent
personal services, {2) menguji pengarak penghspusen Pasal 14 terhadap hak
pemzjskan npegara sumber, {(3) bordasarkan karskteristik, spakah ada

3 Tian XU, “Observation on Former Article I4 of the OECD: Model ard e Ramification of

#s Deletion”, (delans Pennonent? Establishment in Inlernations! Tax Law edited by Hane Jorggn
Algner and Whrio Zusger, Linde Verlhg Wien, 2003}

Universitas Indonasla
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kepumgkinan bagi UN Model untuk mengikuti perubshan yang dilakukan oleh
QECD Model.

Penelitian Xu ini menyimpulkan bahwa OECD Model membagi ke dalam
dua pasal yang terpissh yaitu independent personal services {Pasal 14 dan
business profit (Pasal 7). Pasal 14 dan Pasal 7 memang berboda, Asimilasi Pasal
14 ke dalam Pasal 7 akan menggangpu keseimbangan antara hak pemajakan dan
negars residen dan negara sumber terkait dengan permuanent services. Menurat
Xu, asimilasi Pasal 14 ke dalam Pasal 7 dalam UN Model, ddak akan
mennberikan pengaroh yang signifikan bagi negera sumber karena dalam UN
Mode! 1elah diatur pasal tentang fienishing of services. Schingga hak pemajaken
tetap ada pada negara sumber.

Perbedann penelitian ini dengan penelitian yang dilakuksn Tian Xu adalgh
batrws penelitian i bertujusn mengksji apakah karakiedstik penghasilan pasat 14
memang sama denpan kamkierstik penghasilan sebagaimans diatur pasal 7.
Tujusn lainnys adalah mengidentifikasi implhikasi bak pemajskan ndonesia ks
tax reaty ndonesia meogikuii perubaban OECD Moded tersebat. Sedanml
penelitian Xu lebih menckankan pengarch penghapusan Pasal 14 bagi nepara
sumber secara keschuruban,

24, Metodologi Penclifian
241  Pendckatan Penelitian

Penelitian ind menppuuakan pendekatan koahitattf.  Menurat Creswe]l,
pengertisn dari penelitien kaalitatif adatah:

“this study is defined as an ingeiry process of understanding 6 social

or human probiem, bused on buiiding a cemplex, holistic picture,
Jormed with words, reporting detatled views of informants, and

conducted in natral selting™,

pemshaman atas fenomena yaug terjadi berupa penghapusen Pssal 14 yvang
menpatur sxagenal independent personal services dan diasimilasikan ke dalam

% John W Creswell, “Research Design : Qualitaitve and Quantitarivedpproacls”,
(&merko; Sage Pyblications, 1994}, hal 1.

Universitas imna
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Pasal 7 yaog menganwm fentang business profit pada OECD Mode! tabun 2000,
Pembahasan skan difokuskan pada pengkajian argumentasi yang mendasari
asunilasi tersebut dan dampaknys bagi hak pemajakan Indonesia jika mengikuti
asimilast OECD Model tersebut,

24.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitien deskriptif. Penelition deskriptif adalgh
penelitiom  vang mengambarkan aisu mendeskripsikan suaty fenomens stap
kejadian-keiadian, Penelit i gkan mendiskripsikan fenomena asimilasi pasat 14
ke dalam pasal 7 OECD Model dan dampaknya bagi hak pemajakan Indonesia
Jika fax treaty Indosesiz mengikuti asimilasi tersebut.

243 Melode dan Strategi Peopumpulsy Daia

Metode dan strategi pengumpulan data yang digunakan dalam penclitian
ini sdalah studi Hteratar (ibrary research). Studi Hterator atau stodi pusigka
dilakukan dengan cara mempelajari, menclaah, dan mengutip teori-teori atau
tulis lainnya yang relevan dengan topik penclitian. Dalam penclftian ind stydi
titeratur dilakakan oleh penclitl dengas membaca, menelash dan mengmmpulkan
data mulai dari Undang-Undang Perpajsken, Petjanjizn Penghindarm Pajsk
Berganda, bulo-buku, jurnal, majatah, dan peneluswran di internet.

244 Hipotesis Kerjs

Hipotesis adalah suate pendapat atau kesimpulan vang sifatnys masih
sementars, belam bensr-benar berstatus sebagai fesis (pendapat). Artinya suam
hipotesis dapat diubah stau diganti dengan hipotesis lain yang lebil tepat.” Dalam
penchitian kualitatif, hipotesis tdak untuk diuji totapi “disamankan” {suggested),
sehingga jiks terjadi ketidaksesuaian dengan realitas lapangen, maka hipotesjs
tersebut tidak perlu ditolak, fetapi cokup “direvis?” agar sesuai deugan mqtas
yang ada di lapangan** Hipotesis penelitian ini antars lain:

2 goerntno dan Finoadin Arsvnd, ibid  hal 23
* Yeawsn Prasetya, Op.Cit., hal. 7.
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Kamkieristik penghasilan yang diperoleh Wanb Pajak Orang Pribadi
sebagaimana diatur dalamn pasal 14 sama dengan penghasilan Wajib Pajek
Badan yang distur dalam pasal 7 OECD Model schingga passl 14 layak
untuk diasimiasikan ke dalam pasal 7.

Asimilasi pasal 14 fentang independent persongl services ke dalam Pasal 7
teotang  Ausiness profit pada OECD Model dapat  berdampak
mengmmtinpkan wmupun meragikan ferhadap hak pemajakan Indonesia
sebagai negara sumber penghasilan.

Batasan Penelitian
Untuk mendapatkan ketajaman, penclitian foi dibatesi hanya pada

penbahasan terhadap masalah penelitian. Yaity, pembshasan mengeosi kesamaan
karakierisik penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi sebagainanz
dintur dalam pasal 14 dengan penghasilan Waiib Pajek Badan yang distur dalam
pasal 7 QECD Model dan dampak asimilagi pasal 14 tentang independerst
persondl services ke dalam Pasal 7 tentang business profit pada OBCD Model

UnivorsHas lndonw;a
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GAMBARAN UMUM INDEPENDENT PERSONAL SERVICES
DAN PERMANENT ESTABLISHMENT

3.1 Independent Personal Services
3.1.1 Independent Personal Services Berdassrkan UN Model

Independent personal services diatur dalam Pasal 14 UN Model maupun
QECD Model. Rumuisan pasal 14 UN Model sebagai berikut;

1 "Penghasilan vang diperoleh penduduk dari suotu negara
pihak pada persefujuan sehubungen dengan pekerican bebas
yang dilakukan oton dengan tegiatan-kegiatan lafenya yang
serupa hanva okon dikenai pajak di negara tersebut kecuali
dalam hal di bawah i, dimana penghasilon itu dapat juga
dikenai pajok di negara pada persetufuan fainnya;

(@i  Apabila ia mempunyal suaty tempal telop yang fersedic
secara ferciur baginya wniuk menjalonkan kegiotan-
kegiatan df negara pihak pada persetufuan kyinnya itu,
penghasilan yang dikenai pajak df negara lain it hanya
atas bogian penghasilan yang dianggap berasal davi
fempat tetap tersebul; atou

(B}  Apabila ja tinggal di negara pikak pada persetujuam
lainmmya dodam  suats maosa ol mosa-masg  yang
Jumlahnya melebihi 183 havi daiam masa 12 bulon yeoig
mulci atou beradhir pada satu iakum anggaran, harya
penghasiien yag diperoleh dari kegiatan-kegictm yang
chilakukent of negara loin itulah yang akan dapat dikenci
di negara loin tersebud.

2 Istilah jasa-fasa profesional ferutama melipti kegiatan-kegiatan
di bidang ilmu pengetabman, kesusastergan, pekerjaan-
pekerjaan bebas yomyg dilakukan oleh para doller, ahii tekik,
ahli huluom, dokier gigi, arsitek, dan alamtan”.

Berdasarkan pasal 14 UN Model tersebut df atas, seorang penduduk negara
doanisili akan dikenai pajak di negare sumber jika memenchi salsh satu dari tiga
alat uji. Pertama, adanys terapat usaha tetap (TUT) stau fixed buse &i negara
sumber {mnpat kegiatim nsaha torsebut dilakukan. Alat oji ini mirip dengan alat
ail yang digunakan untuk mesentukan keberadaan permament establishment
dalam penenivan hak pemajakan negara sumber untuk badan usaha yang

22 Univoralias Indonesja
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beroperasi di pegara sumber, Perbedaannya, TUT diterapkan terhadap kegiatan
grang pribadi (profesional) yang “"menjual” keahlian tertento yang bekerja atas
nama dirinya sendid. Contoh riil TUT misalnya kamar kerja tempat konsultasi
dokter atau kantor atau pusst kegistan seorsng arsitek.

Kedua, alat wji masa kehadiran seorang profesional di negara sumber,
Alst uit ind sering discbut fime fesr. Jumish masa kehadiran teesebut bervardasi
terpantirag kesepakatan yang tercantum dalawm fax freafy, Hika dalam sox freaty
ditentekan 183 harl defam safu masa pajek, maka terhbadap profesional tersebt
akan dikenal pajek i negara somber hanya jika hadir di negara sumber febih dari
183 hari dalam 12 bufan terhitung mulai awal sampai akhir gatu thun pajek.
Kehadiran terscbut Gdak barus 183 han secara toros-mienens namum akamulatit
setarna satu tabun pajak.

Kefign, alst uil borne rule dan batss mimimum fumlah fmbalen, Artinys,
seorang profesional negara domisili akan dikensi pajak oleh negars suraber jika
imbalan jasa yang ditetime dibebanksn (bome rule) di negars suwber dan
miclebihi fomiah winiovem imbalan yang diatur dalam tax treany, Altermatif alat uji
ini ferdapat dafam UN Model sebeium dirubah pada tabun 1999, Jadi, alat uji
unfuk pemajakan independent personal services dalam UN Model saat ind tinggal
Jfixed base dan time fest,

Pengepaan pajuk terhadap penghasilen independent persorad services tidak
mengenal force of atraction nde, Schingga, scorang profesional vang melakukan
kegiatan di pegars sumber banyva aksn dikeoai pajak ates penghasilan dard
fceptatan tersebut. Pemalaian joree of afrecfion rale meropakan kompromi antara
kepentingan negara mafu dim nepara berkembsmg, Dimane, negara mam
mgnginginkan pengenaan yojak atas penghasilan profesional hamya di negara
domisili, Alasannya, ekspor keallfan atau profesionalisme difdentiidan dengan
ehspor barang yang tidak dikenakan pajak df nepers tujuan, Sedangien segara

312 Idepemient Personed Services Berdasarkan OECD Muodel
Berheda dengan 1IN Mode] yang ssat i mengguekan dus afat wji ootuk
Toeteuinkm hak permafakm megara vaanber atas penghusilan independem personad

LUekeareitars Indanesia
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services, sebclum dfakukan asimilasi pasal 14 pada shun 2000, OECD Model
hanya menggunakan satu alat uji vaitu fixed base. Hal ini dapat dilihat pada pasal
I4 QECD Model yang berbunyi sebagai berikut:

i Income defived by a resident of a Coniracting Stateis respect af
professional services or other activities of an permaneni
character shall be taxable only it that stote unless he fas o
Jfixed base regularly available to him in the other Contracting
State for the purpose of performing Wis activities. {f fe has such
a fixed base, the income may be taxed in the other Staiz but only
so much of it as I auributable to that fived base.

2 The term “professional services” include especially permanent
sciemiific, ierary, artistic, educacional or teaching activities as
wetl as permanent activities of physicians, lawyers, engineers,
architects, dentists, and accountants.

Berdasarkan pasal 14 OECD Model tersebut di atas, seovang penduduk
negam domisili yang menerima penghasitan dard kepiatan yang termasuk dalam
definisi independent personal services akan dikenai pajak di negara sumber jika
mentenubi satu alat «fi bevupa fived base, Perbedaannye dengan UN Model hanya
terkait jumiad alat ufi, D Tuar ite kedua model P38 (erselunt kurang lebih sama,

Namum sejak tehun 2000 CECD Model mengasimilasi pasal 14 tersebut ke
dalam pasal 7 yang mengatur tentang business profit. Argumenizsi asimilasi pasal
tersehuet antara Iain dijelaskan oleh I W.1.de Koxt (2000). Independent personul
services yang termasuk dalam Pasel 14 dapat ditentukan medalyd dus pendekaisn
Pertama, rature of activities Berdasarken pendelatan ind, Pasal 14 tidak begitu
jeles.  Sebab, OECD Mode! tidak mendefinisikan secara lenghap teotng
professional services, Kedua, pendelatan refationship. Pendekatan ini bertujoan
melihat hubungan antara Pasal 14 deagan pasal lain dalam QECD Modsd,
kbususyya Pasal 7, Pendeimian ind dapat digimakan jika neture of the activities
Pasal 14 depat didefinisiksg secara jefes.

Disisi lain, kegiatankegiatan yang diatur oleh Pagal 14 psda dasamye
adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan individu, Namun dalam kondisi
tertendn, kepiaton tersehut aken menghasilkan dusimess profi, schinggn dapat
dikenakan pajak bevdasarkan Pasal 7 vang mengatur tentang business profit,
Selain itm perkembangan teknologi seat @i (efsh mendorong perkembangan
kegiatan professional firm sehingea professfonaf firm semaldn meluss. Pagel 14
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mengafur tenfang pemberian jasa secara pribadi namun realita bisnis seat ini
menunjukkan babwa dengen professional firm, jasa yang diberikan oleh orang
pribad: feiapi dengen mengmtasnamakan pernsahasn yang menjadi “payung”
usaha orang pnbadi tersebut. Menumt commities on fiscal affairs, hal tersebnt
sangat memungkinkan karena memang tidak ada persyacatan yang mengharuskan
Berdaswkan dua pendelatis dan kondisi-kondisi tersebut di atas, maka
Pasal 14 disnggap telah menimbulkes kompleksitas dan ketidak pastian sqrts
ik velevan lagi pade masa yang skan datemg, Oleh kavena ity OECD Maode!
sejak tahun 2000 menghapus Pasal 14, Mulaf saat ite OECD Model sudah tidak
Tagi meagatr independent personal services, Peaghapusan itu akan berpenpanih
pada pasal-pasal laln dalam OECD Model, tetapi tidak terlaln berdampak pada
kelaajuten pengguanan Pasal 14 & beberapa pesjanjian bilaters! vang ssat fod
beriake '

313 Independent Pessonal Services Berdasarian Peraturan pexpajalon
Todonesia
Pads dosmnys Usdaopg-Undang  perpajeken di  Indonesia  fidak

membedskan secarn Soplisit antara dusiness fwcome yaug &hesilkan oleh

individn maupun badan, Tarkait dengan independent personal services, Umnisng-

Undang Nomaor 3¢ Tahun 2008 Tentang Porubahan Keempat Undaop-Undang

Nomor 7 Tabus 1983 Tentang Pajak Peughasilan mengatur bahwa Indonasia

dJapat mengenasian pajak jika:

3. Ovang asing yang mefakukan kegiatan delam ketegomi independant
persopal services 81 Indonesia fersebut mermpioysi tempat tertentu vang
dipergunakan secam teratur wntal melakulan kegiatanaya. Hal fnd sesuaf
deapan Pagal 2 ayat (5) UU No. 36 Talua 2008, bentuk ussha yang
dipergunakan oleh orang pribadi yang tidek bertempat tinggal di Indonesia
atan berada & Indonesfa tidsk 1ebih dari 183 hard dalam jangks wakin 12
tuifan. Kaitem auters Pasal 14 fax freagy dan Pasal 2 ayat (5) UU PPh yeita
apabila orang asing yang termasuk kategori independent personal services

Z 1 David B.Oliver, Op.Clr,, hal, 204,

Universitas fndongyie

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



26

melakukan usaba &t indonesia dengan wengpmakan fompat toricnty,
meskipun keberadaannya & Indonesia belum melewati 183 han dalam
jengks wakfu 12 bulan, maka orang asing it dianggap sudah memiliki
permanent establishmend 0 Indonesia, sehingga hak pemajakan stas
peaghaslan ada i cegars Tadonesia. Oleh karens ftu, jika penduduk atau
perusahaan Indonesia membayer imbalan kepada orang asing terschut,
maka harus melakukan pemofongan PPh Pasal 23, Alasannya secara
substansi orang asing tersebut sudah memiliS permanent esiabiishment
sehingen siatusuya sehagai Subjek Pajak Luar Negeni yang pomenuhan
kewajiban perpajakannya disamakas dengan Subjek Pajak Badao Dalam
Negerd

Qrang astag tersebud berade & Indonesia untuk suate masa atau musa-
masa yang fendshnya melebihi janghka wakiu yang diatur dalam masing-
roasing fax freafy segeranya dengan Indonesia Pada umunonys 183 hari
dalam 12 bulso.Tedewatinya fime fest bexarti hak pemsjakan miss
penghasifan  berada i Imdopesia.  hamlah yang teostang dam
ockanismenya meogikuti ateran yang berlaku & Indonesia. Dalam Pasal
2 ayat (3} Ul PFh distor baliva orang pribadi yang wlah bawda &
indomesia Iebih dari 183 funi dalam jangke wekin 12 bulun, ateu vang
dalam suate tabun pajek berada di Badonesia dun mempunysi niat vutek
bertempar tingpal & Indonesis, sudsh menjadi Sobjek Pajak Dalam
Negeri. Jika dilibat lebib jash ketentuan fime fest yang diatur dalam fox
freaty dengan ketentuan Pasal 2 U PPh, maka atas kegiatan independent
personal services di Indonesta bisa tegadi tiga kemounghkinan perfakuan
pajak. Pertama, fika keberadssn orang asing yang melskukan independent
parsonal services tersebut beln melewati fime fest dalam fax freaty dan
belum melewati time fest UKl PPh, maka atag pembayaran imbalannys
tidak bisa dipotong pajek di Indonesis, Alasannya adalah Pasal 14 sx
melebihi fime vest. Kedia, jikas keberadaan omng asing yang yoelaknkan
independent personal seyvices tersebut sudsh melewnti fime fest Salam tax
reafy tetapi belum melewati fime fes7 UL PPh, maks ates pembaysran

Universitas Indongsia
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imbalannya barus dipotong PPh Pasal 26 sesual keientuan dalam s
freafy.  Alasannya adaish Pasal 14 zax srealy iegleh memberikan hak
pemajzkan kepada Indonesis, tefapi menunat Pasal 2 ayat 3 UU PPh
individu tersebut masth berststus sehagat WPLN. Kefiga, jika keberadaan
orang asing yang mefakukan independert persomad services tersebut
melewati #ime lest fax freaty maupun UU PPh, maka atas pembayasan
imbalannya barus dipotong PPh Pasal 21. Karena, berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat 3 oreng asing terschut sudah menjadi WPDR vang kewaijibau
pajakirya sama dengan WPDN lainnya.

3.2.  Permanent Establishment
321 Permaneni Estahlishment Bexdasarkan Tax Treaty

Becara historis, konsep permaneni establishment poncyl pertama kali
delam diskusi Ligs Bangse-Bangsa yang dilakuken sehelum persag dunia kedua.™
Kemudian Fiscol Commitiee dari OBCD mengembanpkan koasep tersebut dengan
menambeblom konsep ficed base. Selanjuinys kesepakatan antara negara maju
dan negars berkembang, menyempumakan menjadi konsep seperii sekarang yang
banyak dipakai i berbagal x rreafy Vogel (1991:129) menyebutkan babwa
konsep permanent estabiishment adalsh hak dani suatu negara yemg ferikat
pedanfian untuk mengenakan pajak atas laba dari suatn perosabaan dan negama
yang ferikat perjaniion Iainnya, Berdesarkan pasal 7 negpara sumber idak dapat
mengenakan pajak atas suaty usahas megmea resident kecoali wsaba tersebut
dilakukan melahs suaty permaneni establishment.

Dengan demikian, definisi permanent establishmen! menjadi sangat
penting. Sebab, definisi tersebyt alas menestukan keberadaan perngment
estabiishment di negara sumber, Sedangioan keberadann permanent establishment
akan menentukan hak peninjakan negara somber atas laba usaba (business profin)
perusahaan asing 4i negara iersebut Batesan atay definisi  permanens
estublishment diatyr dalam pasal 5 ayat 1 OECD Model mavpun UN Model
sebagai berikut:

* 1 Arsona, Log.Ch,, hat. 44
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For the purpose of this convenfion, the ferm “permanent
establishment” meons a fixed place of business through wich the
business of an enrerprise is whelly or partly carried on,

Definisi fixed place tersebut di atas menunut OECD Mods! mensyaratkan
beberapa hal. Pertamua, sdanya tempat usaha (the existence of o place of business}
berupa infrastruktur atan fasilifas fsik seperti gedung, mesin, dan peralatan yang
digunakan untuk wenjalankan uzaba tanpa memandang apakab khusus untuk
tujuan tersebut atan juga digunakan untuk kepentingan yang lsin. Tempat usaha
juga diangpap ada meskipun beptaknya bukan satn gedunyg secara wtah melsnion
mungkin hanya satu ruang kerja, Aspek kepentlikan juga tidak selevan vang
penting mempuoyai hak winuk menggunaken satn fempat untuk menjelenkan
usaha.

Kedua, tempat ussha terscbut bersifat tetap (place of business must be
Ffixed). Actinya, tempat atan fasilites fisik tercebut hars berada di soam tempat
ying bersifat tetep alan permement pecific geographical point) dan bokan
geografis terlenfu, Namun sarana tersebut dianggap berada di suatu tempat
meskipun tidak textanam di tavah, Keffga, aktivitas usata tersebnt difakosnmaian
sebagian atan selverabmya metalul (cmpat usaha tersebut (the business activity nast
be carried on in part or in whole through the place of business). Keempat, bersifat
produktif. Artinya tempat usaha tersebul mempunyai andil dalam pemerciehas
Iaba usats (Gumadi, 20001,

3.2.1.1. Rusng Linghkup Penmonent Establishment

a8 Permanenr Estabiishiment Tipe Asct/Bentak Dasar (Basic Ruls).
Menunt pasal § ayat 2 tax treaty permanent establishment meliputi
tempat kedudukan manajemven, cabang, kantor, pabrik, bengkel dan
lokasi pertambangan, sumur minyak ataw gas, lokasi penggalian
atay penambangan sumber alam lafanys

b  Permanemt Establishment Tipe Aktivitas (Konstraksl dan
Farnisking Services)
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Berdasaskan pasal § ayat 3 & freafy pengertion permanent

establishment yoercakup:

" Bangunan, konstruksi, proyek perakitan atau instalasi atan
kegiatan pengewasan yang ada hubunganmya dengan
prayek terschut, asalken bangunan dan konstruksi serta
kegiatan pengawasannya berlangsung gelams lebib dan
Jjangka wakta terterty,

s Pesberian jasa, teomasuk jasa konsultsn vang diberikan
olch suste perusshasn mebhs karvawanoyn (unishing
servicesy atau orang latn yang dipekerjakan oleli perusahiaan
wiuk keperimam tersebut, sepamjang kegiatan tersebut
berdangsung untuk proyek yang samm, atau yang berkaitan
i nepers torsebat selama fangiea wakty terenfu dalam kunm
wekty dusbolasbules.

dengan GBCD  AMode! berbeda terkait dengan fanisking of
scrvices. Keboradans panasnent establisharent yang disehution
dalam Pasal § ayat Bdttmhﬂmnémg&ﬂf:m fest. Tﬁﬁe&sfarmg

mm&mmmmwmm

dalers pasal § ayat 3 featy saje aen lebih mengushmgkan
fes-nyn sependek munglin. Babken kalau bisa tanps #inwe fest
sehinggn depat mengensken pajok sojek herd portoms ssalaimyn
preyek atay pemborian jase tersebut.

Menueut Gunadi (2005) arew

mwmwmmmm
velevan donpan peoyelesaian proyek {tersebut, dan (3) deogan
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diterapkannya #ime fest maka perusabaan pelaksana proyek
merapunyal peluang untuk melakukan penyelundupan pajek.
Menungt pandangan ini, karakieristik kegiatan ussha konstruksi
oleh Negara maiu sast i minp dengan kegiatan yang dilakukan
oleh artis dan aflit profesional dimana atas penphasilan dard
performonce yang mereka lakukas dikenai pajak di Negars sumbes
tanpa fime fest. Sedangkan bagi Negara yang mempunyal potensi
Iehih besar wntuk menpekspor kepintan tersebot fevln cendermg

gq&mkﬁmmkmmﬁam@m

Fika soatn pemsahaan dari Negara domisili sedaksanakan
kepiatan yang diatur dadam pasal 5 ayat 3 lebih dori sat proyek di
Megara sumber, mla setiap proyek traas dildtony sendivi-sewdini

disebuiiom dalam pasal 5 ayat 2 dan zyat 3 tersebut di atas, joga
terdapat  permanent  establishment jenis  dependent -apeot,
Peamanent establishment jenis ini diator datom pasal §-ayat5 fax
mynmmawmmmmﬁmmwmﬁm

Negmn domisili. Walsepon oomgkin mmawm
mempanyal fxod place & Negars somber fotapd fiks momenyhi
mamg&wmmmﬁmﬁ maks diaspeap

mwmmmmmm

ferboiny pads pespecoalian di was, yang meskipgn
dilekakm welalui tempat asshn fetp, wopat terschat

mmw
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bukan merupakan permancnt establishment sosuat dengan
ketentuan tersebut.

. Tidak mempunyai kuasa sepectt ity, tetapi in mewpunyai
kebiassan menyimpan persediaan baramg-barang  ateu
barang dagangan dan secars tertur menyerahkan barang-
barang tersebut atas nama perusahaan yang diwakilinya.

inti dari krievia depemdenr agent adaleh adsmya
kewenangan vang diberikan secara teratuy 21au ferus moenerus dan
wewenang tersebut dijalankan @i pegara sumber. Agen tersebt
harss bersifat tidak bebas atau dependent, Artinya ia tergantung
dengan kepiatan nsahanya di megare samber,

Permurent Ectablishment Tipe Asaransi _

Pasal § ayat & fax {reaty wesgatuy babwa perusahagn
asoransi kocuall reaswransi ddiangpap -mempunyal permanesd
esieblishment & Negara somber jike meisumgst premn atru

ppanp Tosike @ Negna  sember medslod pegewal wim
metatu suste perwekilan yang token meropaium agen permanent
seperti yang Jdimaksud pada ayat 7, Jadi alat uji untuk menentukan
kebersdaan permanesit asicblishment jesis ini adalah adenya
kehadiran katyawan ataun agen dependen di negara sumber daa
perusehazn aswransi tersebut memunget premi stau mensnggung
resiko yang terjads di negars sunaber.

Status Makelsy, Komisioner Umum stan Agen Indeperufent
Pasal 5 ayat 7 lox treaty menyebutkon babwa scbusb
perusahasn dari woaty negars (idek akan dianpgap mempunyai
permsnent cstablishment di negara sinber semupta-mata karena
perosabasm tersebul menjalankan wssha di negars sumber melalad
makelar, komisioner wonun alav agen lainnys yang berdind sendid
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sepanjang oreng atau badan tersebuwt bertindak dalan rangka
kegiatan usahanya yang lazim. Walaupun demikian biia kegiatan
agen seluruhnya alsn hemper seluruhnya dilakukan atas nema
perusaban tersebut, maka ia tidak akan dianggasp sebagei agen yang
berdiri sendini dalam pengertian ayat ind,

Seseorang atau pesusabman aken dianggasp independent dan
perusabaan hain jika memenuhi dua syarat. Portama, fa berdixd
sendiri sooara fogal mavpun secara ckonomi. Kedua, {a melakukan
kegiaten aisu betindak dalam rangks kegiafanmys sendin keftha
keghatan usaha scbuah pesusabaan texhadap pesusahaan fsin dapat
ditihat dart hubungannya dengan pevusahaan o terutama yasg
lainnya adelal keiknisertaan dalem menanpgpong 1esiko usaba.
Aspek permodalan. anters anak dan induk perusahasn twkan
menjadi indikator independensi suate perusshaan. Jika kegiatan
usaba suate perusahoan didasatkan strukesi atan  dibawah
pengawasan perusabaan st meka berard bukan perusalusn
permanest. Aspek fain adalah pengorbanan wakin, Jika selwreh
atan sebagien wakin pemsahasn diperintakien hanys vatek sals
perusshaz tertents mska berart orang atau pecusahaaa tersehut
deperden. '

Status Ansk Perusabsan (Sabsidiary Compeny) dan Siser
Company |
Pasal 5 ayat & fox frealy mengatir behwa jika susig
perusabasn di negara domis{li woenpuasal atas dikuasaf suatu
perusahaan negare sumber atan menjalankan usaba di negara lan
baik melalui suata permanent establishment ataupun dengan cara
fadn, maka bal it tidek dengan sendisinya akan mengakibatkan
salah satu dari perasabasn  tersebit merupakean  permanent
establishment perusahann laivnya. Artinya keberadasn suatu anek
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perusahaan  (swbsidiaryy bukan merupakarn  permeent
establishmens. Prinsipnya untuk kepentingan perpajakan, induk
perusabiasn dan ansk perusahaan merupakan doa badan bukum
yang terpissh (anri-single-enfity). Telapi anak perusahasn dapal
menjade permanent esioblisfunens bagt induknya jika kegiatan atau
keadannya memenuld keiteria yang déatur dalam ayat § dan tidek
memenshi kriteria avat 6. Jadi anak peruahaan yang meldaikan
kegiatan atas mama indulays maka aosk perusahase forsebut
menjadi permanerd estabiishment bagi imnduknya Demikaan juga
itka suatu ausk perusehasn melakukan kegiatan atas nams susk
perusaluan Isisova dalam sati grup (sister company), maks ansk
perusahaan forsebit juga elak menfad permanent estabiishment
bagi ansk perusaliaa lafanya tersebut.

ataekegistan  yaung  Tidak Termasok FPermarent
Pasal 5 ayst 4 iax frealy menggter kepiatan-Kegiatan yang
*=  Peaggunsan facilitas semata-mata uatuk mesyimpan, atau
momerken  bemngberang almm barang  dagangam malik
perusshsen, Fasilitas dan barsng dageagse hamus milk
perusahzan, Yang dimaksud deagan bamang tenmasuk akiiva
fotap dam aidtive lamcar. Ketemtugn i memezkup semua
kegiatan yaung bedhubungan dengan penyimipanan. Tetapi
gudang yaonp disewaksn kepada pihek ketign tidak termasuk
yung dikecnaitkan. Fasiitas yeng termasuk dalam kategor ini
tidak dianggap sebagal permarens establisimment karena tidak
terdapat sempat tetap wotuk melakuican kegiatan usaha,
*  Pengurusan saiil persedizan barang atag barang dagangan
milik perasaliaan sematagnata deppan mweksud watk
disimpan dun dipamerkan, item kegiatan inl Hidak memenyhi
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kiiteria jixed base of business tidak menunjukkan adanya
kegiatan usaha tetapi hanya sekedar obyek pameren.
Pepgunisan suatn persedisen barang aiau barang dagangan
milik perusabasn semata-rosts dengan maksud untuk diolsh
oleh perusahaan Ian,  Miksodnya, persedinan  milik
perusahaan negara domisili yang disimpan &i gudang mifik
persahaan negara sumber untuk diporses oleh perusaham
negara sumber. Tempat penyimpesan merupakan mifik
pevusahasn negara sumber schingps tidak dapat mgmix
permanent esighfishment,

Pengurusan suatn tempat usaba tertenty semata-mata dengan
maksud unfuk membeli barang atau barang dagangan atpu
unfuk  mesgumpulkan  ketermopan  uwntuk  kepentingan
perusahiaan, Artinys, tempat yang digunakan oleh perusshaan
negara domisili tersebut hanya unink membeli barang uniuk
kepentingas kantor pusat das buken unfuk perasabaan {gin.
Semenfara #to yang dimeksud depgan tempat matuk
mengumpulican informasi adafeh tempat bag koresponden
perusahiaan yang moenjual berita. Jika ioformasi yapg
terkumpul langsung dikifim ke kentor pusat tempa ada
pemprosesan & tempat koresponden, maka disamakan
dengan pembelian barsog. Tetapi fiks terdapat proses
cvatuasi dan edifing di tempat koresponden, maka fmbul
permementi establishmen,

Pengurusan suati tempat usaha tertentn semati-mata dengan
maksud untuk kegiaten-kegintan yang bersifin persispan, atam
penunjang wntuk kepentingan pernsabsan, Yaog termasvk
kegiatan dalam kalegori ind misalnya reklame, dset, dan
pemberian informasi. Batasanaya adalab szemua kegiatan
tersebut untuk kepentingan perusabisanaya sendid dan buken
untuk pihak kedus. Kemudian kegistan torsebut hanya
bersifl menunjimg kegiatan bisnds perusebasn. Astinys
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peranannya cukup kecil jika dibandingkan dengan kegiatan
bisnis perusahaan secara keseluruhan.

s Pengususan fempai usaha fefap semafa-mafa untuk kegiaten
kombinasi {8} sampai dengan {¢) sepanjang keselnroban
kegiatan  torscbut  bersifat persiapan  dao  penumjsog.
Batasannya adalah bhasil seluouh kegiatan kompinasi tersebut
schapal safu fesabean mcrupakan bagian kecl dan tdak
fengkap dari keselwruhan kegiaten perusahaan {ersedan,
Kegintan feyscbut fidak bsyak secam eiomonys tsupa adanys

+idak produltif dan banya untuk perusahaas #tu sendind,

3242, Sast Tiwmbuldan Bersklionya Pernenens Exablishmuens

Permanent establtshment disnggap sudah mulst fobul pada sast sebual
Indikastava adalsh mofif pengponaan soate {empal. fika soate tempat seek
mempesiapkannys dhaaksodiom sebagal tompat tetap, waka sejak saut o telah
dengan begixan waba yans difakonion df vorga bt
tevapat wseim taschul Gdak fagl digemdan atan pads el Repiatan sl Gl
Vimnjuiken, T Pk schmd Segmiem yp Dokailan dwegan  permanems
asfablisfument sorsetat dbentthan Suacs pensaront. Totand ponglention Lepistan
yaby torsifal semciiacs Gk tedapaRdin heboradsan sosba  pesmaonend
exiubirshmen.

3233, Rhovans Konsyys Fevwmnent Establishornnt T Moca Kin)
peiske s dan dwes pegen muniestan Java atan mesgusd tavang Sagaogan ke
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dalam negeri tacpa tanpa batus hadir secara fisik Para pelaku usaha tidak periu
lagl membangun tempat usahanya dalam bentuk fistk. Mercka bisa melakukan
kegistan usahanys hanya dengan menggunakan tekmologi canggih, seperti
internet, telepon, dan lain-jain. Fenomena faktual ini mendorong banyak pilek
untuk kembali mengevaluaci konsep fixed fase dalasy permanent estabiishmeny,

3.2.14, Perlakuan Perpajakan Permarnent Establishment
Penghadilan ateu jaba usala (Susinesy profif) permanent establishment
vang dapat dikenakan pajak olel negara sumber adalah penghasitan atau laba
wsabe vang bemsal ded (wiributable} perwmunt esiablishment tersebut.
Bentukaya-dapat besapa:
&  Penghasiiax atea Tabs dan Registan atauusehs yang ditaksion olch BUT
stu sendiri {atfribution by faci).
b Penghasiian atau faba dari penjualan barang-barang atan barang dagangin
yang difakukan cleh perusalesan domisili secara fangsung (tanpe melahni
Bl Faye) di sepers samber yang Seoa ateyt sejeats (fhe some or simifar
Kind) dengan yaog dijusl oleh BUT-uya (force of antraction)
dividen, bunga, seyalty, sewa, den faindein) yang dijelankan olch
pemberi peaghasiles tersabut dengas BUT peorusaheen domisili (effective
oomected income),

Urafan tersebut di atag sejalan dengan peadapst Amold dag Mclntyve yang

“Uhudar dax treaties based on de OECD  Model Treaty, a
resident of a contracting state operating in the other contracting
stote through a Permanent Extablishment is toocable in the -other
contracting state only on fhe portion of its world wide income
profits thatare attribulabbleto the Permanent Estoblishment”,”

Z Brinn ] Amold and Michsel IMciniyre, "Intermational Tax Primer”, {Deventes,
Klerwrer Lawr-fntomationsl, 19553 hal 124,
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Berdasartkan OECD Model, sustu permaneni esinblishment banya
dikenakan pajak d¢ pegara sumber atas bagian dari sehuruh penghasilannya &
seluruh dunia yang di dapat melaui perpuprerw establistorsend tersebut,

Brsiness profit dalam arti luag meliputf sermua penghasilan yang timbul
dari menjalsnkan sshush perasshasn (badan)® Lee Bums dan Richard Krever
menjelaskan business income sebagat “Business Income may serve ¢ number of
purpose in a global or schedular income tax system, ¥a identify a category of

income"?

3.2.1.5. Penghitungan laba Usaha (Business Proflt} Permaners Establishment
Business profit diatur secava spesifik dalam pasat 7 fax freaty. Secara

umum beherspa prinsip yang digimakan dalam penghitungan business profit suste

BUT antara latx

a Penghastlan atau laba yang berasal dari transaksi BUT dengan perusahagn
indukays atau denpan unit lain yaog mempunyed hubungan istimows
ditertkan dengan harga wafar {aroes length price concep(). Dalam
konteks tai antara BUT dengan perusahasn induk atan unit Iain tersebut
disngpap sebagal perusahnan yang terpisah atau berdiri seadir.

b Dialmr menghitung besemya laba suatn BUT, dapat menguraagkan bisva-
biays wntuk kepenttngan BUT tersebud, termasuk binya pimpican daa
administrasi umomyang  dikeluakan kantor pusat vang kemudian
dislokasiian ke BUT haik yang dikelysrksn di negara domisili maupmm
yang dikelparkan di pegara Inin.

¢ Sepanjang meropaken  kelaziman, penentusn  Isba BUT  dapat
meageunakan persentase tertentu dari pensritnaan kotor perusshsan atau
berdasarken pembagian laba techadap seloruh laba pervsshess untuk
penghitungan laba RUT.

2 Banry Larking, “IBFD Intsrnavional Fex Glossary revised 5 edition™, {Ansterdan: IBFD,
2008) hal. 51,
Lee Bums dan Richwrd Krever, “Taxation of Income from Bainesy ond Imvettrant: The
FPay s por gam tax on weages”, Tex Law Destgn and Drafling vol. 2 {Ipiemntiona?l Monetery
Fund, 1996}, hal 592
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d Metode penghitungan laba suatu BUT harus dilaksanakan secara komgisten
dari tahun ke tahun kecuali terdapat alasan yang kuat dan cukup untuk
melakukan penyimpangan

e Jika di salak satu negera yang terkat perjanjian dilakukan koreksi fiskal
{tox adinstment), maka di neges portner jupa hamus dilabukan koweksl

322 Permuent Eswblishment Berdosarkan Peramran  Perpajakan

Indonesia :

Sistem perpajakan Indonesia mengpnmakan istilah “Beatk Usaha Tetap™
(BUT) sebagai ferjemahan permanent establishment sejgk beriakuoya Undang-
{ndang Nomor 7 Tabun 1983 tentang pajsk penghasilan tengeal 1 Jermari 1984,
Sebelomnys Istilah tersebut diterjesahkan “Pendirien Tetap”™ Alusannys,
“Pendirian Tetap” konotasinya lebib ke pendapat afan sikap seseorsng daripada
menggambarkan bentul usaha tetap.
yang terkail dengan BUY. Baik ftu berupa Undang-Undang meopun perstucan
pelaksana seperti Keputusan Meateri Kenangan, Kepatusan Disjen Pajak, maupun
Surat Ederen Dirjen Pajak. Sebagai contoh Undeng-Undang terkini  yang
mengatee BUT adalah UndangLUndang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal 2 ayat (5)
tentang pengertian BUT, pasat 5 ayat (1} tentang obyek pajak BUT, dan lain-latn.
Menteri Kenaogan Nemor LI3/KMEK.03/20062 tanggal 28 Maret 2002 fenteng
Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak davi
Seato BUT, juncio Suzat Edaran Dirjen Pgjak Nomer SEM/PIA/1095 tangpal 8
Februsti 1995 tentang Perlskuss Popejekan Atas Penghasifan Kena Pajak
Sesudah Dilarangi Pajsk dari Suatu BUT yeng Ditenam Kembali ¢i Indonesia,

3221, Pengertian & Rasng Lingkap Permaneni Extabfiskhment
Berdasarkan Pagal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 36 Talun 2608,

pengertian BUT sdalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh oreng pribadi yang
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tidak bertempat thapgal di Indonesia atan berada di Indonesia tidak lebit daxi 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didinkan atgu
berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatany di
Indonesia yang dagat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan,
kantor perwakilan, gedung kantor, pabrik, bengkel, pertambangan dan penggalian
sumber alam, wilayah kerje pengeboran, vang digupakan untuk cksploras
pertambaugan, perikenan, petemaken, pertanin, perkebunan, atau kehutanan,
proyek konstruksi, instalasi, atau proyek peraliten, pemberian jasa dalam bentyk
apapin olch pegawal atan orang lain sepanjang dilzkoksn lebih dari 60 hari dalsm
jangka walkdu 12 bulan, omoeg atau badan yang bedtindak selaku agen yang
tidak didirikan dan tidak betempat kedudukun di Indonesia yang menerima promi
asuransi atan mesgngeng risiko di Indogsesia,

Jika dianalisis per definisl, sehenarnya tidak tepat jika BUT dikategorikay
schagal subjek pajak. Scbeb subjek pajak wmumnya adalsh orang sias badga
usaha yang memiliki atae menislankan usaha deagan mengguoakan pabrik,
gedtmg keamtor, perkebinan, dan sebagainya tetapi bukan pabrik, gedung amtor it
sendivi. Alssan meoggunakan asset, akiivitas, agen sebagai subjek pajak adalgh
mmfmmg}“msakp@a&mm tersebut agar dapat
mengenakan pajak. Oleh kamma ity BUT juga sexing disebut subjek pajak semu
{pseudo tax subiject).

3,2.2.2. Saat Timbul dan Berakhirayn Permanent Establiskment

Memarut Jaia (2005) BUT disnggap telah muncnl di Indonesia pada saxt
orang privadi stau badan luar neger mempunyal hobungan ckononds dengan
Ingdomesia melalid BUT tersebut. Huthungan ckonomis ada pada sast orang pribadi
atau badan telsh menerims penghesilan vang bersumber dard Indonesia, Suatu
BUT disnggap berkhir di Indonesia pada sast Iubungan ekonomis tersebut tefgh
tidak ads lagi.
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3.22.3. Perlakuan Perpajakan Permanent Establishment

Semula berdasarkan Undaog-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Pasal 2 ayat
(3} huruf ¢ BUT dikategorikan sebagai subjek pajak dalam negeri (SPDN).
Dengan demikian sama halnya dengan SPDN lainnya, waktu itu BUT dikenakan
pajak dengan basis global income dan dibedi kredit pajak luar negeri sebagaimana
diatur datam Pasal 24 UU PPh. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahur 1994 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat
(4) point a, BUT diperlakukan sebagai subjek pajak luar negeri (SPLN). Subjek
pejak yang telah memenuhi persyaratan objektif yaitu menerima atau memperoieh
penghasilan yang menjadi objek pajak disebut wajib pajak. Dengan demikian
terdapat Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan Wajib Pajak Luar Neger
(WPLN).
a  Perbedasn Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri

Perbedaan periakuan perpajakan menurut peraturan pajak Indonesia antara
wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain dapat dilihat pada
Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Perbedaan WPDN dan WPLN
Wajib Pajak Dalam
Item Perbedaan Negeri Wajib Pajak Luar Negeri
Obyek Pajak Penghasilan yang Hanya atas penghasilan '

diperoleh dari dalamm dan ~ yang bersumber dari
luar negri (world wide Indonesia (ferritorial

income) income)

Kredit Pajak Luar Berlaku Tidak berlaku
negeri (Pasal 24 UU
PPh)
Dasar Pengenaan Penghasilan Kena Pajak  Penghasilan bruto
Pajak (PKF) Rt
Tarif Pajak Tarif Umum Tarif khusus
Sifat Pajak Tidak final Final melalui meksnisme

- pemotongan
Penyampianan SPT Wajib Tidak wajib
Sumber: Berbagzi referensi diolah
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b Klasifikasi Subjektif BUT

Sebagail subjek pajak loar negerd, BUT bisa dibedakan menjadi BUT orang
pribadi dan BUT badan. Menurut Pasal 2 Ayat (3} UU PPh, BUT orang pribadi
adalah bentuk usaha yang digunskan oleh orang pribadi vang tidak bertempat
tinggal di Indonesia atan berada di indonesia tidak jebilk 183 han dalam jangka
wakta 12 bulan. Sedangkan BUT badan adalah bentuk usaha yang digunakan olch
badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia.

¢ Persaviazn Pemenuhsn Kewajiban Perpaiskan BUT dengaa WP

Badan Dalam Negeri

Pemenuhan kewsjiban perpajakan BUT yang dipersamakan dengan Wajib
Pajak Badap Dalam Neger mempumyai arti bahwe BUT berkevmjiben untuk
mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menyampaikan Surat
Pemberitshuan Tahunan (SPT) PPh Badan sebagai sarana untuk menetapkan
jumlah paisk terutang dalam sstu tahun pajek, pengenaan pajakmys didasarkan
pxia Peadapatan Kena Pajak, mengpunaken tarif pajek umum, SPT PPh Pasal
21726, PPh Pasal 23/26, PPp Pasal 22, PPh Pasal 4 ayat (2}, spabila memenuhi
ketentusn i Undang-Undsng PPN, BUT juga wajib dikukubkan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP).

d Perbedaan Pemenvhan Kewsjiban Perpajakan BUT deagan WP
Badan Dalam Negeri
Sexlangiom perbedam BUT dengen Wajib Priak Badan Dalam Neger
antara lain dapat diidentifikagi seperti nampak pada Tabel 3.2 benlont ini;

Tabel 3.2
Perbedaan Perlakuan PPh Antara BUT dengan
Wajib Pajak Badan Dalam Negeri
‘WP Badan Dalam
Ttem Perbedaan BUT Negeri
Obyek Pajak Territorial World wide income

income

Krodit Pajak Luar negeri (Pasal  Tidak berflaku  Berika
24 UU PPh)
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Ketentuan Khusus Obyek Pajak  Berlaku Tidak berlaku
& Biaya Pengurang Penghasilan

Bruto BUT (Pasal 5 UU PP

Branch Profit Tax Pasal 26 ayat  Berlaku Tidak berlakn
(4) UUPPh

Sumber: Berbagai referensi diolah

Perbedaan scbagaimuana teridentifikasi dalam Tabel 3.2 di atas fegadi
sebagai konsekuensi status BUT menurut persturan pajak di Indonesia sebagat
sehiek pajek luar negeri.

3224, Peughitungan Pajak Penghasilan Permurent Estabiishement
& Objek Pajak Permanent Establishment
Objek patak permonent estebiishment menungt Pasal § gyat (1) LU

No 36 Tahun 2008 terdiri dari tiga kelompok penghasilan sebagai bedkut:

* Penghasilan vang bersumber dari usehe BUT sendiri den dari harta
yang Jimiliki Penghasiiae ini ditentukan Indonesis berdasarkan
ateibusi berdasarkan fakta (atiribution by fact)

" Peoghasilan kontor pusat dari ussba atam kegiatan, penivalsn
barang, ateu pemberian jasa yang s¢jenis dengan vang dilakukan
oleh BUT di Indopesia. Jenis penghasilan BUT int ditentukan
Indonesis berdasarkan paksa (force of attraction)

- Penghasilan sebagaimang distur dalam Pasal 26 Undeng-Undang
Nomor 17 Talnm 2000 yang berups dividen, bungg, rovally, sewa
dam pesghostian lain sehubungan denganm pemgpunam harla,
imbalan sehubungen dengan jssa, pekerjaan aten kepiatan, yang
diterima atan diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungen
efektif antars BUT dengan harir atay kegiatan yang menim&&an
penghasilan fersebut. Jenis-jenis penghagilan BUT ini ditentukan
Indonesia berdasarkan hubungan efektif (effecrively comnected

Income).
Dari ketigs kelompok penghasilan BUT terschut di stas, poin (b}

dan (c) scheparnya mevapakan penghasitan kantor pusat, Penarikan kedua
Universitas indonesla
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jenis penghastlan tersebut menjadi penghasilan BUT mengindikasikan
bahwa peraturan perpajakan Indonesia menganut force of aitraction rule
concepd dalam penghitmgan pajak BUT. Argumentasioys adalab pada
hakekatnys kedua poin tersebut di atas termasuk ruang lingkup usaha gtan
kegiatan BUT schingga sclayekmya penghasilan yang tmbul juga
merupakan penghasiien BUT,

Sedenglam penghitungan penghasilen kena pajak (PKP) BUT

dilakukan dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan pengurang-
pengurang vang diperkenankan seperii:

(1)

@)

(3}

)

(53
(6)

3

Biavs intuk mendapatkan, menagih dan memelibara penghasilan,
termasuk misainya pembelian baban bakm, biava yang berkenasn
dengan gaji/apah pegawai, bunga, sewa, royalty, biaya perjalanan
dias, biaya administrast, pajuk, kecnali pajak penghasilan.
Penyusutan atss pengeluaran untuk mewipercleh barla berwujud
dan amortisasi atss pengeluaran unfuk memperoleh hak dan atas
biaya lgin yang mempunyai manfaat lebih dari sate tahun

Turan kepada dana pension yang pendiriannya telak disahkan oleh
Menteri Keugugan

Kerugizn kacena penjualan stau pengalihurn harts yang diniliki dan
digunakan dalam perosshaen  atsy  yang  dimdliki  unpk
mendapatkan, mensgik, dan memelibers penghasilas
Kerugian karens selisih ks

‘Biaya penelitian dan pengembangas perasehaam yang dilakukan i

Indonesia

Biaya bea sisws, magang, dan pelatifian

Piutang yang nyata-syata tidak dapat ditagih, dengan syarat:

" Telah dibebaskan scbagai binya dalam Yaporan laba rugi
komersial

. Telsh disershkan perkara  penagihsooys Kkepada
Pengadilan Negari atau Badan Uresan Piutang dan Lelang
Negara {(BUPLNOaten adanya peganjian  tertulis
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mengenal peaghapusan patang/pembebasan wiang antara

BUT dengan debitur vang bersanghkutan,

Telah dipublikasikan dalam penerbifan (emum atgn
khusus

BUT tersebut harus menyerahkan daflar piutang yapg
tidk dapat ditagih kepada Diren Pajak, vang
peleksansannya diater lebih lanjut dengen Keputusan
Dirjen Pajak.

(%) Jika penghasilen bruto dikurangi dengan pengurang-pengurang
yang diperkenenkan menghasitkem  kerugian, maka kerugian
tersebut dapat dikonmpensasikan denpan penghasilan pulai tabon
berikuinys berfurut-urat sampai s tahun,

(14} Alockasi binya kantor posat yang mehiputi

Biaya-biaya yang berkenaan dengan penghasilan kaqfnr
pusat daru ussha atau kegiatan, penjuslan bamng, st
pemberian jasa yang sejenis dengan yang dijalankan afpu
yang dilakokan olch BUT di Indoneisa, dan biaya-bigya
yang berhubungan dengan penghasilan berupa divideq,
rayalty, sewa, hasil penggmasn harta, imbalam yapg
diterima kantor pusat sepanjeng terdapat hubungan vapg
efektif antara BUT dengan harts atan kegiatan tersebut,

Bisya administrest kantor pusat yang berkaitan apgu
memmjang dengan usaba atau kegiaten BUT fersebpt.
Alokasi bisya kamtor pusal fersebut setinggi-ingginya
sebesar peredaran useba ateu kegiztan BUT di fndopesia
terhadap selurnh  peredaran  ussha  atay  kepiagan
perusahaan di seloruh duniz. BUT i Indonesia hamus
menyampaikan SPT  dilampin laporan  keuangan

(1) BUT di Indomesia #idsk boleh memperlekukan beberaps
pembayaran ke kantor pusat berkut ini sebagai pengorang
penghasilen bmtﬁnya:_
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- Royalty atau #mbalan lainnya schubungan deagan
penggunsan harta, pates, datu hak-hak lainnya

" Imbalan sehubungan dengan jasa manajersen dan jasa
lainyz

= Bunga, kecuali bunga yang berkemaan dengan usaba
perbankan

(12) BUT di Indonesia juga tidak bolch memperiakukan beberapa
pengeluaran berikut ind sebagai pengurang peaghasﬁan bmanya,

seperti dividen, termasuk dividen yang a&;bayaxkan {2195

perusabann asurasi kepada pemegang polis

» Biays vapg dibcbanken atgu dikcluatksn uwtuk
kepentiogan pribadi pemepang ssham, sckutu, atpu
anggota

= Pembentokan atan pemupukan dsos cadaogan, kecuali
cadangan pintang tak tertegih vonik usaha bank dan sewa
g usaha dengan bak opsi, cadangan unink nsaha
asuransi, dan cadaugan biaya reldamasi untuk usaha
pertambangan, ymg ketentuao dan  syaraf-syaeatoya
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
gpgantian atan imbalan schubungan dengan pekeraan
atau;as&ymgdﬁmﬁcmdaimbm&zkmmm
bempa makanan minuman yang dinikmet sefum!z
pegawal dmn pemberipn dalam bentnk satwn agn
kenikmatan daerah terient serta pemberian dalam bentuk
watira dan kendlomatan vang berkaitan denpa pelaksanasn
pekensan vang digapksn dengan keputusan Memteri
Keuangan.
= Tumlah yang melebibi kewajaran yang dibayarkan keppida
pemegang saham ataw kepada pibak yang mempunysi
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hubungan istimewa schagai imbalan schubungan dengan

pekerjaan yang dilakukan.
» Harta yang dihibahkan bantuan atan smmbangan
. Pajak penghasilan
* Sanksi admindstrasi berupa bunga, denda, kenaikan serta

sanksi pidena yang berkenaan dengan pelaksanaan
penmdang-Undangan di bidang perpajakan.

(13) Perhitungan pajak BUT dilekukan dengan mengalikan tarif pajak

(14)

umum dengan penghasilan kena pajak.

Dan yang terakhir, penghitimgan brach profit tax (PPh Pasal 26)
atas penghasilan setelah pajak BUT dengan mengalikan tarif 201%
terhadap penghasilen setelah pajak BUT.

Universitas Indonagia

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



BAB 4
ANALISES DAN PEMBAHASAN

4.3, Yorsamasa dan Porbedaan Karskteristik Penghasitan Wajib Pajak
Orang Pribadi (Pasal 14) dengan Penghasilan Wajib Pajak Badan
(Pasal 7 OECD Muodel)

4.1.1 Karakteristik Penghasilan Iudependent personal services (Pasal 14 Tqx

. Treaty) |
Seperti diwratkan dalmm Bab 11 bashwa bidependent personal services
adalah penghasilan yang diperoich orang pribadi dari melalakan suatu pekerjaan
bebas fimcome from independent persosmol services), Adapun karskteristik
penghasilan yapg berswmber dari kepigfankegiatan yang dilakvkan olch
independent personal services antara lain dapat dijelaskan dalam uraian berikug

a Self Emplayed.

Penghasilan yang diporoleh  independent personal  services
didapatkan oleh seseorang buken dengan menjadi karyawan suafu
pernsabaan afan suafn badan psaha teientn, teisp: deopan menialankan
suatu jenis pekerjasm profesional (self employed) socars m&m{m
Preforenst calon petierima jasa texhadap alternatif-alternafif penyedia jasa
(profesional) didasarkan pada kompetensi dan keahlian yang melekat pagla
pribadi penmyedia jasa. Bulkan karcoa kompetensi atau keahlian suatu
perusahaan,

Oleh karena itu, untuk independent personal services, sebelum
pemmberian jasa dilakukan calon penerima jase telah dapat memustikan
siapa pemberi jasa. Hal ini berbeds jiks pemberian jasa tersebut dilakukam
olech perusahaan, Untek porusahase yang felesh memiliki  standar
pelayanag, konsimnen memang bisa mendapstkan pelayenan sesuai standar
perusahaan tetapi secara wmuwm pemberi jasamya bisa siapa  sajas.
Perusahaan akan menugaskan karyawannya yang bisa memberikan jasa
sesuai dengan instruksi dan standar perusehaan,
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Independent Personal Business

Artinya orang pribadi tersebut memberikan jasa atan melakukan
pekerjaan secara bebas atau independen atas nama dirinya sendiri dan
tanpa ikatan kegja dengan suaty perusahaan, Karena tidak ada ikatan ketja
dengan perusahaan, maka kegiatan atau pekerjaan tersebut dilakukan tanpa
adanya penugasan atau instrukst dari pihak manapen termasuk dari smata
perusahaan. Kecuali atau permintaan jasa dari pencrima jasa.
Personal Fee

Terkait deugan independent personal business tersebut di atas, maka
pembayaran yang diterima dari kegiatan vang termasuk dalam kategori
independent personal services umumnya atas nama pemberi jssa. Hal ini
tentu berbeda jika dibandingkan dengan pemberian jasa oleh perusahaan
atau badan ussha. Pembayaran atas pemberian jasa tersebut atas nama
perusahaan Penghastlan pemberi jasa bukan diperoleh dan penerima jasa
secara langsung tetapi dari gaji atau honor yang diberikan oleh pemasahasn
Specific competency

Penghasilan yang bersamber dari independent personal services
biasanya terkait dengan pemberian jasa yang spesifik dan bukan generik.
Biasanya independent persoval services membutuhkan intelekiual yang
tinpgi, atan kreativites. Umummnya keahlian di bidang seni, keahlian
ilmiah, dan lain scbagainya. Artinya, independent personal services lebih
mengandatkan intelektuslitas ataw kreativitas personal yang tmggi
daripada kekuatan modal.
Mobile Services

Selain ita, kegiatan independent personal services selalu dilakukan
di tempat yang berbeda (sering berpindah tempat).’® Karakteristik imi
terkait dengan karakteristik-karakteristik yang lain yang telah dijelaskan di
atas. Karena kegiatannya bersifat self employed, independent personal
business, dan specific competency yang seringkali tidak membutuhkan
modal yang tinggi untuk mengadakan infrastruktur, maka umumnya

3 Tian Xu, Op.Cit., hal 213.
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kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilalwkan secars ficksibel dari sisi
tempat.

4.1.2 Karakteristik Penghasilan Badan (Pasal 7 Tax Trealy)

Pasal 7 tax treaty mengatur tentang business profit. Pasal ini pada intinya
menyebutkan bahwa laba (penghasilan) dar suatu enferprise atau perusahaan
domisiti akan dikenai pajak di nepara sumber jika perusabman {erscbut
menjalankan usaha di nepara sumber dengar menppunakan BUT. Pasal 7 sccara
eksplisit menyebutkan “the profif of an enterprise™. Artinya, secars ekaplisit laba
atan penghasilan yeng dimaksud oleh pasal ini adalah jaba atun penphasilan
usaha Usaha terschut bisa berupa usaha perseorangan manpun usaha badan stan

a. l’eﬁgimsﬂan {labg) yang amz&mmmmémw
pelaksanann kegiatan yang dilsksanakan atas nama perusabaan, Prefevend
calon penerimea jasa terhadap alternatif-alternatif penyedia jasa didasarkan
pada kompetensi dan brand image petasahasn. Oleh kavena tu, sebelom
pemberian jasa dilgkukan calon penevima jesa wmumnye tidek dapat
memastikan siapa pemberi jasa. Unfuk perusahasn vang telah memiliki
standar pelayanan, konsumen memang bisa mendapatkan pelayanan sesuai
standar perusahaan tetapi secara umum pemberd jasanya bisa siapa saja.
Perusahaan gkan menugaskan karyawannya yang bisa memberikan jasa

b Furmishing Servic/Degendent Personal Services

Artinya orang yang memberikan jass atan melakuksn pekerjaan
mewakili pemsahasn atau atas nama pernsahagn, Pemberi jasa terikatan
keria dengan sustu perasahaan {dependent). Karena terikat kerja dengan
perusghean, maka kegiatan atau pekerjzan tersebut dilakuken karena

£ Institutionai Fee

Terkait dengan furnishing services, maka pembayaran yang diterima
dari kegiatan yang termssuk dalam furmishing services sias namg
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5¢

perusahaan. Hal ini tents berbeda jika dibandingkan dengar pemberian
jasa oleh independent personaf services. Pembayaran atas pemberfan jasa
tersebut atas pembert jasa i sendini.
Non Specific competency

Penghasilan yang bersumber dari furnishing services, biassnya
terkait dengan pemberian jasa yang generik, Meskipun membutubkan
kompetenssi tertentuy, tetapi kompetensi tersebut merupakan hasil fraining
perusahaan. Pemberian jasa dilakukan berdasarkan standar prosedur yang
tdah ditetapkan perusetwan. Kreativitas yang diperiukan tidak teralu
banyek sehab jika tedalu banyak berkreativitas justru akag betpotenst
menghasitkan jsss yaog tidak memesuhi standar perusshaan, Porsi yang
penting adalah problem solving yang biasanya juga telah banyak distaplan
oleh perusahitas bevdasadcan best proctice sebelumoya
Fixed place

Unnmmrya jasa yang diberican oleh perosabesm membuiabiom modal
yang ﬁ&atg besar antuk mendegal infrastndduc seperti kantor, peralatan,

dapat diketahni secara pasti oleh masyarakat. Olek karens it bissanys
penssahaan cendenmp fived ploce. Niai investasi dalam  bentuk
Mﬁmy&ﬁgimm{m 'mmmm* 5@*’&@*
S, _._.,.;ﬁ;‘: - iz - i!

Pertaniaan dan Perbedaan Karsdcteristik Penghasiian Pasal 34 dan
Pasal { fax Troasy

Pasal 14 fxx freoty meeﬁgzmt tentang  fndependent personual services

gepara stmnber terhadap bamessprqﬁ{tergmﬂmgpadakﬁmimmm

estodicshmen. Olek karens itw komparasi pasal 14 dengan padal 7 dilskelon

denpan mendsandinglean antara fadependent persone! services dougan permaners
estobiishmen.

Permoneni esfoblishmeni atau BUT 2de duwa macam yaita BUT orang
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penghasilan ini diasumsikan BUT dimaksud adaleh BUT badan. Persamaan antara
independent personal services dengan penghasilan stan laba  permaonent
estoblishment adalah kedusnys sama-sama bherfujuan mencari penghasilan,
Berdasarkan Pasai 4 ayat (1} point ¢ L No 36 Tahun 2048, isba merupakan salah
satu bentukfenis penghesilan. Pada hakekatmys terminologi peaghasiian dapat
disamakan dengan laba. Penghasdan biasanya digunakan untuk menyebut earting
stan peningkatan kemampuan ckonomi atau pemingkatan aktiva bersih untuk
orang pribadi. Sedangkan faba bissanys digonakan wniuk menyebut earning atan
peningkatan kenrampusn ekopomi atay peningketan aktiva bersth badan atau
perusahissa.

Dasi aspek fax freaty khususnys GECD Model, alat uff pemajakan negara
gumber sama-sama menggunakan terminedogi fived atan tetap. Unauk independent
personal zervices fived dase scdanglan untuk permanent  estabfishment
wenggmakon fixed ploce. Berdagarion kedhm persmmaan tersebot 4 ates, negara-
TUgAs TGS Mespanppap antare peaghasilen frilependernt personal services
sleagan permanens establisiment adaleh sema. Belinggs pasal 14 yang mesgatar
indepessdent personal servioes pada tahom 2000 difapus, Pengaturacoys digabung
-atan Washmiasitcan ke datam pasal 7 tontang dusiness profit.

Adapam bebesapa pecbodaan antara m@amupemmfwmmdmm
business profit daped ditihat pads Tabed 4.1 berikout ivd,

Tabol L.

Perbedaan Penghasilan
fndependent Persanal Servies dengan Busiooss Profic

Independem Persongt  Business Frof

¥aktor Pembeda Services Anterprise Profit

Alat uji ddlam OECD Fixed base Bentuk nsaha terap Yaced

Model place)

Pemilik usaha Kegistan nsaba pribadi Kegiaton ussha
badaa/serusahaen

Independentsi pemberi Bebas {independent) Terikat hubungen keris

Jasa dengan suatu perusabasn
{dependent)

Penaageung jawsb Pesaberian jasa ales Pemberian jasa alos nams

_kegintan nama pemuver jasa perusahasn
Pembayaran fee Pembayaran fee atas Pembayaran fee atas nams
nama pekerja yang perusahaan
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Independent Personal  Business Profit

Faktor Pembeila Services /Enterprise Profit
memberikan jasa

Pringip pengenaan pajak  Hanya berlaku Berlaku attribution

oleh negara sumber aitribution principle. principle dan force of
Tidak berlaku force of  attretion rule. Bahkan d
alirction rule dan Indonesia juga berlaku

effectively connected  effectively comnected
income. Artinya, IPS income. Sehmuh

gkan dikenai pajak di  penghasilan yang terkait
negara sumber hanya  dengan BUT tersebut.
atas penghasilan yang

berasal dar kegiatem

yang masuk kategori

IPS yang dilaksanakan

4 Nepera sumber

ferschut.

dalam Tabel 4.1 &i atas business profifienterprise profit dinsumsikan labs yang
diperoleh badsn (fegul person) sementara Hu mmmwﬁm
dissumsikan dilskukan dslam bentuk usshs pribadi afaw perorangan (aofwre
persor). Dalews reslitanys ndependent personal services jugs dapat dilakuian
melalyi soatn wadsh perusabaan {professonal firm). Professional fing bisa
snenjadi usabs pribadi jiks dimiliki oleh safu orang misalnys Kantor Alamtan
“Muslizn SE, Ak, BAP”. Tetapi jugs bisa menjadi nsehs persehutogn misaloya
Kantar Akmotan “Mushim & Rekan” Dalam konteks pemtusn perpaiakan
pajak badan (pasal I angka ke-2 LTIKIIP).

42, Dampak Asimilasi Pasal 14 Tentang Independent Fersona! Services Ke

Dalam Pasal 7 Tensang Business Prafit Bagi Indonesia
Seperti didefiniciitan dalam Rab U, iwderendent personal services aialeh
kegiatan peniberian jasa oleh individu yang fidek terikat pada perusahaan tertenty
{indeperdent) dan didasatkan padn kealilisn pmjessionaf yang dimiliki seseorang,
Independent personal services mempunysi kavgkteristie antars Jain personal
Universttas Indonasia
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knaw-how, pemberian jasa secara fdependent, dan dilgkukan di tempat yang
berbeda-beda atau sering berpindah tempat.

Menusut OBECT Model, pengenaan pajak independent personal services
ditentikan dengan fixed bose rufe. Sedangkan UN Model menambah alet wji time
Jest rude. Bohken delu TN Model jugn -mengaplikesikan bome rule. Selain tiga
hetentuan tersebut, gccava teonbis pemajakan individu jugs dapat dilakukan
Terdasaskan monmifery fest, Bordasaskan monfferyfest, pajak dapat dikenakan-gich
EPATA Wm penghasilon yang diterima melehild ambang batas (Hreshold),

Asimitast Pasal 14 ﬁﬂiﬁm?ﬁﬁ&i?%}&dﬂwﬁﬁﬁéﬁkﬁdﬁ?mwm
sty permament estoblishmens. Fived 5ase soavpun permaneny estrblishmoens
merupakan alat i wntuk monentukas porisdicss pemajaims suatn penghasiian,

Persuman wotara fixed dose demgm permonent estafiisimneny tidak fnya
-fase -sems-sams mensyaratkan tompat tetap. Terainolopl yaag babeda torsebut
dimaksudian untuk memthedakan yang pribadi dengan badas, harcoa usaba dapat
oleh badan (fegal person). Hal 1 sesvad dengan deffimisi 17U PPh Pasal 2 ayst (5)
wRHR porwancst cotablisiment merupakan suata beatuk usgha yang digunakes
oleh orang pribadi dan badan.

Fixed base dipersamakan denpan permanent establishmenr bendasackan
fisik dan akfivitas, Fistk terkait dengan suatu tempat tetap, sedangkan aktivitas
terkaft dengan fime fest. Secara konsepual, antara fived Sase dengan permanent
establishment  merupeken hal yeng sama, OECD Mode! sebelum tabum 2000
pemajaken vang lehih berat dibandingkan dengan jasa.

Tompat diflakukannya kegiatan usalia atsu bisnis adalah fixed pluce,
sedangkan untuk pemberian jasa di suata dase/tempat yang bukan nutuk usaha,
tetapi secara regufar ada. Misalnya di hotel yvang buken merupakan tempat usaba,
tetapi jika diguoakan untuk melekukan kegfaten penyeraben juse, maks botel

Universitas Indonegla

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



54

tersebut dianggap sebagai Aived base. Tingkat permanenice yang lebih rendab
pada fixed base dibandingkan dengan fixed place untuk permanest establishment
berdasarkas fkia bahwe suafu kegiatan usaba Yams dijalanksn melalui fempat
Vany permanest sementins fived bose hanya welshy regularly availoble.

Tingkat permarent dalam hal ini dapat diffhat dar dua dimensi. Pertama,
permaprerst berdasarkan dimensi wakmy Beraps lama spaty kegistan usaha
diakekan Kedua, permapert dari sisi tempat atau lokasi usaha yang terkait
dengan lokasi kegiatan usaha yang fidak boleh bexpindsh fempat. Jasa bisa
Serpindah-pindah tergantung dar kavakieristik bisnis. Misaloya bisnis perfunjukan
komexdi harus berpindah tempat ggar selals mendapatkan pepontop yang banysk.
Sebab jika menstap di suafir fempat moka kemumgkinan penontoonya stan
konsmmennya sudah hafil dengan Ieloconnya akhimya tidak maw lagi menonton.
adalzh perbedasan subjektif. Jike Subjek Pajak perusshasn afeu badan, moka
Aligunaken istilsh permenent establiskaneiss sedangken untuk Subjek Pajak Orang
Pribadi digimskan ishlah  fired base. Padshal bisa safa Subjek Pajek Orang
Pribadi melakukan kegiatan psabas bokan dalam kategor jass profesional tetapi
meniual barang fisik vang cenderung membutullcan tempat tetap,

Penggabungan atas asimiliasi Pasal 14 dalam passl 7 yang dilskukan oleh
OECD Adode! sudeb tepat bagi negars maju, karena merska mempunyai
Jkepentingny tertentis. OBECD mewakili kepentingan pegama maju dalam raopka
perumdingan fax treafy, Nepara berkembang tidak hems meneris usulan negara
xoaju. Asimilasi Pasal 14 dalsm Pasal 7 pede dikaji dan dipestiimbangkan oleh
negara berkembang. Negam berkembang perdu melihat apakah asinilasi terselust

Undang-Undang Psjak Penghasilan Indonesia pads dasernya telab releven
dengan  pessbshan OECD Madel fersebut. UU PPE Indonesia  telah
mendefnisikan permanent esivblishment sebagal ussha orang pribadi mauwpun
berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 14 (UN Model}, Pasal 5 UN Model digunakas
gutuk pemberian jasa oleh individu stas sama perusahasn (furnishing services).
Serupe dengan Pasal 5 UN Model adalsh Pasal 15 OBECT Model yang mengaiur

Universitus Monesia

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



55

tenfang dependent services. Sedangkan Pasal 14 di kedua model tax freaty

tersebut mengatur fentang pemberian jasa yang dilakukan ofeb individy yang

independent.

Dalam konteks ini terdapat dva terminologi alat uji. Yaitu, antara fired
place dengan fixed base. Agar tidak terjadi pengertian alat uji secara ganda, maka
dilakukan asimilasi terhadap kedua pasal tersebut. Sekarang tidak dibedakan
antara Wajib Pajak Orapg Pribadi dan Badan. Implikasi dari asimilasi tersebut
adalah hak pemajakan negara sumber ditentukan berdasarkan permanent
establishment dengan sat glat myi yaitu fived place.

Indonesia sebagai negara berkembang yang mengacu pada UN Model
dalam membuat P3B, berpeluang imtuk mengikuti perubahan yang dilakukan oleh
OECD Model, dengan mengasimilasi Pasal 14 dalam Pasal 7, Sebab Undang-
Undang Pajak Penghasilan Indonesia sudah menggunakan konsep permanent
eistablishment seperti perubahan OECD Model. Schingga, asimilasi Pasal 14
dalam Pasal 7 tidak menimbulkan masalah berkaitan dengan pelsksanaan UU
PPh. Pada saat penerapannya dalam P3B dan mengikat perjanjian dengan negara
lain tidak ada persoalan, karena sudah sesual dengan ketentuzm domestik Hal imi
tergantung dari negosiasi dengan negara lain, apakah negara yang bersangkutan
mau aiau iidak melaknkan asimilasi terseburt.

Adapun implikasi terhadap hak pemajakan Indinesia jika melakukan
asimilasi Pasal 14 ke dalam Pasal 7 dalam fax freatfy adalah sebagai berikut:

a Orang pribadi lnar negen yang melakukan kegiatan dalam kategori
independent personal services akan dikenakan pajak oleh Indoresia jika
timbul permenent establishment. Alat vji pemanent establishment menurut
OECD Model adalah fired place. Alat nji ini memang mirip dengan alat
uji pasal 14 yaitu fixed base. Perbedaannya tingkat permanence dari fixed
Place lebih tinpgl daripada fixed base. Dari sudut pandang kepentingan
hak pemajakan Indonesia sebagai negara sumber fixed place lebih
mepgufungkan sebab asal spdah ada niat menetap atau menggumakan
tempat usaha yang tetap, maka subjek pajak orang pribadi luar negeri aian
subjek pajak badan Inar pegeri telab memennhi kriterin sebagai BUT.
meskipim barn  satn han,  Bsendingkan dengan fixed base yang
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mensyaratkan tempat vsaha yang tersedia secara reguler, Reguler berarti
terkait dengan periode waktu.

Jike asimilssi tersebut dikaitkan dengan Pasal 2 Ayat (5) UU PPh, maks
permanent establishment dapat dianggap timbul dengan kriteria yang
sangat variatif sampai denpen adanya apensi dependen dan asuransi
dependen, Jadi, hak pemajekan Indonesia menjadi Iebih luas dari yang
semulz hanya depgan alat uji fixed base (Pasal 14 OECD Model) atgu
fixed base den time rest (Pasal 14 UN Model),

Dengan keteria BUT berarti independert personal services skim
diperlakukan sebapai subjek pajak badan dalam negeri (UU No 36 Talun
2008 Pasal 2 ayat (Ja) Bahken Pasal 1 angks ke2 Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2000 tenfang Ketentuwan Umsm dan Tata Cama
Perpajakan menyatakin bahwa BUT merppakin bagian dari badan (egel
person). Meskipun pada kenyatzannya BUT dapat berupa orang pribads
{nature person) tau badan (Jegal person). Artinys di Indonesia, BUT
Orang Pribadi pemenuhan kewnjiban perpajakanmya juge dipersamakgn
dengan WP Baden Dafam Negen.

Apskah terjadi koofilk antera BUT Orang Pribadi dengan BUT Badap?
Menmrat penulis, berdaarkan peraturan perpajzkan Indonesia yvang togadi
buken konflik aksn tetapi penyejaiaran kewsitban pajak sntars BUT Orang
Pribadi dengan BUT Badan. Meskipun erang pribadi tetapi BUT Orang
pribadi tidak mendapat Gsilitas Peaghasilan Tidak Kena Paisk (FTKP).
Demikian fuge dengan BUT Badan. Schab PTKP hanya diberikan pads
WP Oreng Pribadi Dalarm Negen seperti distur dalam Pasal 6 Ayat 3 YU
PPh. Persamasn Wimmys adalah baik BUT Orang Pribadi maupun BUT
Badan sama-sama  harus mempunyai NPWP dan  kewajiban
menyampaiakan SPT. Hal ini tenty menjadi fidak praktis bagi BUT Orang
Pribadi yang melakuokan kegiatan uszha di Indonesia karang dari 183 hari.
Ramun bagi Indonesia NPWP bisa menjadi instoumen pengendalian dan
monitoring perpajskan yang sangat penting. Jadi dar sisi administrasi,
BUT lebih menguatungkan dibandingken deogan imdependent personal
services yang tidak memberikan aspek peningkatan administrati€ bagi
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indonesia. Demikian juga dengan kewajiban pemotongan PPh Pasal 21,
22, 23, dan 26 branch profit tax. Baik BUT Orang Pribadi Maupun BUT
Badan mempmival kewajiban yang sama Hal ind feotu merupakan
ekstensifikasi pajak bagl Indonesis dibendingkan independent personal
services, Kendalanya bagi Indonesia muncul ketika akan merealisasi fak
pemajakan atas indeperndent personal services vaog telab menjadi BUT
terscbut. Karena karakieristik independent personal services yang mobile
dan bisa keluar masuk Indoneise dalam waktu singkat tetapi dalam
frekucnsi tinggi. Hal dol berbeda dengan clspattiat vang kewsjiban
pajaknya dapat dikejar dant pemberi kerjanya.

Adapin perbedaan kewajiban perpajakan BUT Orang Pribadi deagaa BUT
Badan nampak pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Perbedaan BUYT Omang Pribadi Versus BUT Badan

BUT Orang Pribadi  BUT Badag Argumentasi
Tidak i Menyampaikan SPT  Batasan BUT OP kurang
menyampaikan $PT  dan menyetor dari 183 bari seraentara
dan menyetor agupsuren PPh Pasal  SPT janpka waktunya 360
aggsuran PPh Pasal 25 hawi, Jika menyampaikan
25 SPT berarti bukan lagi
BUT tetapi sudah menjadi
. WPOPDN
Hanya berlaku Berlaku airibution BUT OP tidak mempmyni
atribution rle rude, force of kantor pusat
afracktion, dan
effective comected
income

Jika Indonesia mengasimilasi Pasal 14 ke dalem Pesal 7, maks pemajakan
penghasilan independent personal services diatur dalam Pass! 7. Alat uji
vang digunakan Indonesia sebagai megama sumber umink mengenakan
pajak penphasilan tersebut berdasarkan Pasal § ayat (35) stau Pasal vang
terkait dengan fierrishing of services, yaitu hanye berdasarkan fime fest,
Adspun imphikasinya bagi hsk pemajakan indonesia adalsh sebngal
berilout:
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Hak pemajakan Indonesia akan berkurang Scbab, #ime fest
menjadi bertambah lama, yaitu seperti yang disajikan dalam Tabel
4.3 benkut ini;

Tabel 43
Negara dengan Time test
Furnishing of Services yang Lebih Lama

Pasal ndependent Pasal Fumishing of

_Negara Personal Services Services
Belpia 91 hari 183 hari
_Bulgans 91 hani 120 har}
Filiging 90 hari 183 han
Hungaria Q0 hari 4 bulan
Polandia 91 hari 120 hari
Vietnam 90 hari 6 bulan

Sunsber . Tax Treaty

Fika Pasal Independent Personal Services dissimilasikan dengan
Pagal Furnishing of Services, maka hak pemajakan Indonesia akan
bertambah seperti tercanfimn dalam Tabel 4.4. Sebab, time fesr
menjadi lehih pendek.

Tabel 4.4
Negars dengan Time fest Furnishing of Services
yang Lebih Sedikit
Pasal Independirt Pasal Frrmisking of
MNegars Personal Services Services
Aliszair 91 har 2 balan
Banpladesh 183 han 21 han
Belanda S hom 3 balan
Brunei 183 bar 3 bulan
China 183 har 6 bulan
Denmark: 91 hari 3 bulan
Jepang 183 hari 6 balan
Kerea (Democraticl 183 han & nelan
Kuwait 182 hart 3 bulen
Malaysia 153 han 3 bulan
Mongolia 51 hrd 3 bulan
Republik Ceko 91 hgri 3 bulen
Thatland 183 heri & bulan
Tunisia 120 haa 3 bulan
Ukraina 183 hari 4 bulan
Yordenia Of hart 1 bulan
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Jika Pasal Independent Personal Services diasimilasikan dengan
Pasal Furnishing of Services, maka tidak akan berdampak terhadap
hak pemajakan Indonesia, karena fime fes-nya sama seperti yang
disajikan dalam Tabel 4.5 berikut ini:

Tabel 4.5
Negara dengan Time fest Furnishing of Services
Sama Dengan Independent Personal Services

Pasal Independent Pasal Furnishing of

Negara Personal Services Services
Aftika Selatan 120 han 120 han
Amerika Serikat 120 hari 120 hari
Australia 120 hari 120 hari
Augtria 90 hari 3 bulan

Finlandia 90 hart 3 bulan
India 91 han 91 hari

Inperis 91 hari 91 han

Halis 90 hari 3 bulan
Kanada 120 han i 120 han
Korea (Repubiik) 90 hari 3 bulan
Meksiko 91 ham 91 hari

Mesic 90 hari 3 bulan
Norwegia 90 hari 3 bulan
Romania 120 hari 4 bulan
Selandia Baru 90 han 3 bulam
Seychelles 90 hari 3 bulan
Singapura 90 hari 90 hari

Slovakia 9] han 9] han

Spanyol 90 hari 3 bulan
Srilanka 90 hari 90 hart

Sudan 50 hed 3 bulan
Surigh 183 hari 183 han
Swedia 00 hart 3 bulan
Taiwan 120 hani 120 hari
Turki 183 hari 183 hari
Uzbekistan 90 haii 3 bulan
Sumber: Tax Treasy

Jika Pasal Independent Personal Services diasimilasikan dengan
Pasal Royalti dan Fumnishing of Services Permanert establishment,
maka Indonesia mempunyai hak untuk mengenakan pajak atas jasa
yang diberikan olch independent personal services, walaupun
WPLN tersebut tidak datang atau dalam pemberian jasa,

Universitas Indonesla

Analisis Asimilasi..., Muslim Ansori, FEB Ul, 2009



60

kedatangannya tidak melewati fime rest i Indouesia, yaitu seperti
vang disajikan dalam Tabel 4.6 berikut ini,

Tahel 4.6

Negars yang Menggunakan Persentase unfuk Meagenakan
Pajak atas Kepiatan Furnishing of Services

Pasal Furnishing of
Pasal Independent Semvices

Negama Ppersonal Services {Techriva! Services)
Jermnn 120 hari T3%
Loxemburg ©1 hari 10%
Palistan 90 han 15%
Sovigs 183 hari 3%
Venezuela 90 har 10%

Sumber | Tax Threary

Doampak asimilasi tersebut henya berdasarkan perubahan fime fest
dsm prosentase tarif paisk. Penelitian mi tidak melihat darupak asimilssi
berupa penurunan atan kenatkan nilai rupizh potensi pajek bagi Indonesiy.

4.3, Antisipasi UN Model

Terkait dengan asimilasi pasal 14 ke dalam pasal 7 OECD Model apakah
UN Model aken mengikuti asimilasi tersebut? Menwrat penulis, UN Model bisa
safa mengikuti asimilasi tersebut. Alssannya asimilasi tersebut bisa morugikan
teiapi juga bisa mengunfonghkan negara-negara berkembang yang diperjuangkan
oleh UN Model sebagai negara sumber penghasilan. Argumentast rasional yasg
mendasari agimilasi tersebut sepert kemivipan alat uji antara fixed bave dalam
Pasal 14 dengan fixed place dalam Pasal 5 yang menjadi kriteria Pasal 7 memang
layak dipertimbangkan supays tidak terjadi pemgatwran ganda ysog
membingungkan terhadap sain obyek penghasilan yang sama. Sehinggs depat
diwvjudkan fex freaty model yang simple dan jelas. Bagi negara berkembang jika
UN Model mengikuti asimilasi, maka mereka skan kehilangan satu alat uji
pemajakan independent personal services yang selama i secarm eksplisit
tercantion dalam Pasal 14 vaite sime fest. Alat ufinya tinggal tersisa sata yailu
permanent establiskment yvang mizip dengan fived base.
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Bagatmana antisipasi UN Model terkait dengan asimijast tersebut? Jika
UN Model pada akhimya memutuskan sntuk mengikuti asimilasi Pasal 14 ke
dalain Pasal 7, maka hak pemaiskan negara sumber atas penghasileo dard kepiatan
independent personal services tidak akan hilang selorahnya, Sebab UN Model
telah menganticipasi melalud Pasal 5 Ayat (3b) yang mengatur teniang pemberign
jasa oleh perusahaan luar negeri melalui karyawannya atau pihak yang ditunjuk
mewakilinya, vang secara fsik dilakukan di negara sumber (fornishing services).

Namun demikian, antisipasi ini memang tidak bisa mengamankan selurub
potensi hek pemajakan segara sumber terhadap imdependent personal services.
Sebab, ada satm celzh di mana negare sumber tidak dapat mengenakan pajsk
tethadap indeperident personal services. Yaitn kegistan independent persongl
services yang dilakukan bukan atas pama emlerprise tetepl afas nama orang
pribadi dan tidak melatod karyawan atan memmjuk orang lain sebagai pelaksana
pembert jasa tetapi dilakukan sendiri oleh oreng asing yang mempunyai keahlign
tersebut. Jika perkembangan ke depean ekspor jssa negara maje ke negam

berkembang lebih banysk yang dilakukan secara persopal dan tidak mefalyi

professional firm seperti sckarang i, maka hal ind kemungkinan vang menjadi
alasan di balik asimitasi Pasal 14 ke dalam Pasal 7 OECD Model,

Untak konteks Indonesia, meskipun misalnys asimilasi tersebut pada
akhirnya menjadi celah penghindaran pajak secers legal bagi negara maju dalam
mengekspor jass ke negara berkembang tetapi hak pemajakan Indonesia terbadap
independendent personal services akan tetap aman, Sebab, Pasal 2 ayat 5 UU PPh
telah mendefinisikan permanent establishment tidak hanys sebagai bentuk ussha
yang dipunskan oleh enferprise stau badan fetapt joga mencakup bentuk usaha
yang dipergungkan oleh oraug pribadi vang tidak berdomistli di indonesia untuk
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Jadi peraturan perpajskan Indonesia pada tingkst wodengaundang telah
mampy mengantisipasi celah tersebut. Perlanyaannya sdalah apakah secara de
focto Tdonesia akan benar-benar mampu menjaring independent personal
services yang dilakukan stas pama orang pribadi dan difskukan oleh yang
bmm:gkﬁauimmﬁiﬁmgingztﬁskmscimi:ﬁmpaknyahmamm
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pada ckstensifikasi dan intensifikosi pajak terhadap permoment establishment
badan seperti kantor cabang dan kantor perwakilan multinational company?
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8.1

BARBS
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan
Berdasarkan pembshasan yang telsh dipaparkas dalam  bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a

Karakteristik penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana diatur
dalamn Pasal 14 dengan Penghasiian Wajib Pajak Badan seperti diatur
dalam Pasal 7 OECD Medel memiliki persamaan dan perbedasn.
Persomagroeys adelah kedoaoya secma hakekat ekonomi merupaken
peningkatan  kemaswpusn ckonomi. Namun terminologi pengbasilan
digmmekan vntik orang probadi sedangkan terminolopi laba digunakan
untuk kegiatan usaha atauy enterprise. Kegiatan usaha dapat dilakukan oleh
orang pribadi msupun olch badan, Perbedenn karskteristik penghasilan
orgng pribadi denpan penphastdanfaba usabr {business profif) sds vang
bersifiat teknis seperti atas nams pembayaran jass, independensi pemben
jase, poanggung jawab pemberian jasa. Tetapi juga terdapat perbedaan
vang cukup substausial seperti alat uji independent personal services
memnut OECD Model hanva tunggal berups fixed base sedangken
business profit dengan alat wi BUT vang skan memperbesar hak
pemaiakan negars sumber. Disamping ita juga terdapat perbedaan prinsip
peogenaan paisk oleh negara sumber dimana fdependent peorsonal
services hanmya berlakue affribution rufe wementara BUT {Indonesia)
bealakas juga force af atiraction dan effectively connected income,
Jika fax freaty Indonesia mengikuti sepenuhoye OECD Model, peogaruh
asimilasi Pasal 14 tentang Jredependent Personal Services e dalem Pasal 7
tentang Business Profit menguntungkan bagi hak pemajekan Indonesia,
Karena hak pemajekan menjadi {ehih juas melahud glat uji BUT yang Ichih
variatif dibandingkan dengan alat uji tunggal berupa fixed base {(alat vji
pasal 14 OECD Model). Disamping itu, BUT orang pribadi (independent
personal servicesy akan diperlakukan scbagei wajib pajak bedan dalam
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negeri sehingpa dan aspek administratif dan cakopan pajakoya lebih
menguntungkan bagi Indonesia schagai negara sumber. Alternatif lain, jika
diterapkan dalam rax freaty Indonesia dapat dilibat berdasarkan ketentuan
yang ada dalam Pasal fndependent Personal Services dan Pasal Furnishing
of Services. Ketentuan tersebut dapat berbentuk fime resr, manpun
persentase tertentu.  Pengaruh berdasarkan fime fess dapat dibedakan
seperti berikut ini:

hak pemaiaken Indonesia akan berkurang karena fime fest menjedi
bertambah lama, atan

hak pemajskan Indonesia akan bertambah karena fime fest hak
untek mengenakan pajak menjadi berkurang, atau

tidak akan berdampgk terhadsp hak pemajskan Indonesia, kerena
time fesf Sarma.

dampak berdaserkan persentase tertentu, fndonesia mempurryai hak
unfuk mengenzicm pajak atas jasa yang diberikan olek independent
personal services, walzapum WPLN tersebut fidek dateng, aigu
dalare pemberian jasa kedstanganaye tidek melewat! fime rese di
Indonesia.

Rekomendasi

a

Upndang-Undang Nomor 36 Tabun 2008 vang mengsinr pajak
penghasilan Indonesta terking telah relevan dengan asimilasi pasal
14, Dimana, definist permanent establishnient telah meliputi usaha
orang pribadi maupun badas, Oleh karena itu, jika pemerintzh
indonesia ingin mengikuti perubahan OECD Mode! tahun 2000
scbenarnya tidak berfentang dengan perstwran  perpajaken
domestik. Untuk it pemexintah dapat melakukan asimilasi dengan
negera-negars yang dampakeyz akan menguntungkan bagi hak
pemajskan Indonesiz den tidak merubsh fax treaty yang jika
diasimilasi fustra akan merugiian hak pemajakan Indonesia.
Penelition selanfutnya perly menclash lebih janb bagaimana
perlakuan pajek BUT oreang pribadi. Hal ini sangat peatipg
Univarsitas indenasia
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dikarcnakan sciauh ini kebanyskan peraturan perpajakan di
Indonesia kurang menegaskan secara eksplisit BUT Orang Pribadi.
Demikian pula haluya dengan referensi perpajakan di Indomesia
Masih sangai sedildt mated yang membahas BUT Orang Pribadi
Bahkan, kesannys BUT hanyalah BUT badan.

tinlversitas Indonogia
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